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KATA PENGANTAR

Sambutan Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji dan syukur kami panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan
Tahunan Loka POM di Kabupaten
Banyumas Tahun 2024 dapat diselesaikan
dengan baik dan tepat waktu. Tugas
pengawasan Obat dan Makanan di 4
(empat) wilayah kerja kami, yaitu

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten

Purbalingga, @ Kabupaten  Banyumas,
Kabupaten Cilacap dirangkum hasilnya dalam bentuk Laporan Tahunan Loka POM di
Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Laporan Tahunan ini disusun sebagai tindak lanjut
untuk memenuhi amanat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan.

Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten
Banyumas kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan atas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan

di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-



undangan yang berlaku, dan diharapkan dapat menyajikan gambaran data dan
informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di
Kabupaten Banyumas selama tahun 2023 serta dapat dijadikan sarana dalam
memantau dan mengevaluasi capaian kinerja, serta sebagai bahan pertimbangan dan

perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2024.

Loka POM di Kabupaten Banyumas berkomitmen tinggi dalam peningkatan
pelayanan publik dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dengan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan
pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, Mal Pelayanan

Publik Kabupaten Purbalingga, dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra kerja Loka
POM di Kabupaten Banyumas dan semua pihak terkait yang telah bekerja sama dan
mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah
kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas serta tim penyusun yang telah bekerja keras
menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2024. Semoga Laporan Tahunan Tahun

2024 ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wabillahi Taufig wal Hidayah, Ihdinasshiratal Mustagiim
Wassalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om.



Banyumas, 15 Februari 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan

di Kabupaten Banyumas,
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HIGHLIGHT KEGIATAN TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS

TINGKATKAN DAYA SAING UMKM CARICA MELALUI
PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN

.' """“Piﬂgun dar Pelatihan
SKM Coricois
2 (BE

Kamis (18/01/2024) Loka POM di Kabupaten Banyumas berkerjasama dengan PT Geo Dipa
Energi (Persero) dan Lembaga Filantra melakukan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM
Carica di Dieng Kabupaten Banjarnegara. Program Pendampingan dan Pelatihan UMKM
Carica menjadi komitmen bersama dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi
UMKM lokal, membantu mereka tumbuh dan berkembang.

Kegiatan diikuti sebanyak 70 peserta yang terdiri dari para pelaku usaha UMKM Carica,

perangkat Desa di Kecamatan Batur Kab Banjarnegara, dan Sanitarian Puskesmas.

Xiv



INTENSIFIKASI PENGAWASN KOSMETIK TAHUN 2024

Loka POM di Kabupaten Banyumas melakukan intensifikasi pengawasan Kosmetik 19-
23 Februari 2024. Pada inwas kosmetik tahun 2024, target pengawasan adalah klinik
kecantikan serta agen/reseller kosmetik kontrak yang menjual kosmetik tanpa izin edar
(TIE), rusak maupun kedaluwarsa. Loka POM di Kabupaten Banyumas turun
mengawasi 8 klinik kecantikan dan 1 reseller kosmetik di 4 wilayah pengawasannya,
hasilnya 2 dari 8 klinik ditemukan produk kosmetik tanpa izin edar dan semua dari
produk tersebut dilakukan pemusnahan secara mandiri oleh pemilik sarana dengan

petugas Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai saksi.



SAMBUT RAMADHAN DENGAN PEMBINAAN MENTAL PEGAWAI

Besarnya tekanan dalam pekerjaan dan rutinitas yang dikerjakan dapat berdampak
pada kesehatan seseorang. Hal ini tidak hanya memengaruhi kesehatan jasmani
namun juga kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik dapat memberikan
pengaruh yang positif, dan sebaliknya, masalah kesehatan mental juga dapat
menghambat performa kinerja seseorang. Melihat pentingnya pengetahuan terkait
kesehatan mental bagi kesejahteraan pegawai, Agent of Change (AoC) Loka POM di
Kabupaten Banyumas menyelenggarakan Seminar Mental Health Awareness
(Mealthness) Seri #3 dengan topik "Penyakit Hati Sumber Penyakit Mental" dengan
mengundang Narasumber Arfi Nurul Hidayah, S.Psi., M.Psi., Dosen Psikologi Fakultas
Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara
hybrid untuk seluruh pegawai dan dibuka oleh Winanto, S.Si., Apt. selaku Kepala Loka
POM di Banyumas.



INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN JELANG BULAN RAMADHAN
DAN IDUL FITRI 1445 H TAHUN 2024

Dalam rangka pengawalan mengawal keamanan pangan bagi Masyarakat jelang
Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H tahun 2024, seluruh UPT Badan POM melakukan

intensifikasi pengawasan (inwas) pangan untuk memastikan produk pangan aman dan

bermutu yang beredar di Masyarakat. Sasaran pengawasan pangan Tanpa lzin Edar
(TIE), kedaluwarsa, rusak serta pangan takjil buka puasa yang mengandung bahan
berbahaya di sarana distribusi pangan maupun pusat jajanan takjil. Pada inwas pangan
jelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Banyumas
melakukan pengawasan di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan
Banjarnegara baik secara mandiri maupun bersama OPD setempat. Dari pengawasan
selama maret hingga April tersebut masih ditemukan beberapa sarana menjual produk
TIE, rusak maupun kedaluwarsa. Terhadap temuan tersebut tindak lanjut yang
dilakukan adalah pemusnhahan mandiri oleh pemiliki disaksikan petugas Loka POM
Banyumas maupun return ke distributor.



KERJASAMA LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS DAN
RRI PURWOKERTO TERUS BERLANJUT

Loka POM di Kabupaten Banyumas melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama
(PKS) dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Purwokerto
terkait Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Bidang Pengawasan Obat dan
Makanan. Penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan
oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas, Winanto dan Kepala RRI Purwokerto,
Siti Saraswulan di Kantor RRI Purwokerto. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara
Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan RRI sudah dilakukan sejak tahun 2021
dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap
keamanan dan mutu Obat dan Makanan.Loka POM di Kabupaten Banyumas
berkolaborasi dengan RRI Purwokerto dalam berbagai kegiatan Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi (KIE) contohnya dalam segmen siaran RRI "Obrolan Warung
Tarsun”, Talkshow Hari Konsumen Nasional, dan Pemberitaan terkait Obat dan
Makanan di laman Kantor Berita Radio Nasional (KBRN) di alamat www.rri.co.id.



GETHUK CAPA (GERAKAN METHUK CAPA) TAHUN 2024

Salah satu tugas dan fungsi Loka POM di Kab. Banyumas adalah melakukan
pengawasan dan pembinaan serta memberikan solusi terhadap isu-isu pengawasan

sarana produksi obat dan makanan. Pada tahun 2024, terdapat beberapa hasil



evaluasi dari program kegiatan yang perlu ditingkatan dan dilakukan sharing kepada
stake holder terkait. Diantaranya peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam
mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya cara
pembuatan obat tradisional yang baik, cara produksi pangan yang baik, cara
pembuatan kosmetika yang baik, cara distribusi obat yang baik, serta isu-isu hasil
pengawasan yang perlu ditindaklanjuti dan yang beririsan dengan dinas Kesehatan
setempat. Berdasarkan hal tersebut, kami mengupayakan untuk melaksanakan
kegiatan Sosialisasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik
serta Desk GETHUK (Gerakan Methuk) CAPA untuk pelaku usaha khususnya
penanggungjawab teknis. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman dan kepatuhan pihak sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
sekaligus dilakukan pendampingan penyusunan CAPA (Corrective Action and
Preventive Action) pasca pemeriksaan dengan petugas PFM di Loka POM Banyumas.
Kegiatan Gethuk CAPA dilaksanakan dalam 2 tahap, tahap pertama dilaksanakan di
Kabupaten Purbalingga dan tahap kedua di Kabupaten Banyumas. Gethuk CAPA
tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 dengan mengundangan mengundang
penanggung jawab sarana distribusi, pelayanan kefarmasian maupun produksi di
Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara, sedangkan untuk tahap 2 dilaksanakn pada
tanggal 17 Desember 2024 dengan mengundang penanggung jawab sarana sarana
distribusi, pelayanan kefarmasian maupun produksi di Kabupaten Banyumas dan
Cilacap. Kegiatan Gethuk CAPA berupa sosialisasi dan desk konsul CAPA terkait hasil
pengawasan sarana produksi dan distribusi yang belum menyampaikan CAPA pada 2
tahun terakhir. Peserta masing-masing tahap terdiri dari 20 fasilitas sarana produksi

dan 25 sarana distribusi.

JOINT INSPECTION BERSAMA BBPOM DI SURABAYA DAN DIREKTORAT
PENGAWASAN ONPP PADA UTD PMI KABUPATEN SIDOARJO

Pada tanggal 20-21 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan di sarana UTD PMI Kab.
Sidoarjo oleh petugas Loka POM Banyumas, petugas BBPOM di Surabaya bersama
tim Ditwas ONPP, dihasilkan Berita Acara Pemeriksaan serta Surat Tindak Lanjut

terkait hasil Pemeriksaan tersebut.



TIM INSPEKSI PEMENUHAN CPOB BPOM RI
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FKP LOKA POM BANYUMAS
SINERGI UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK

Bertempat di aula kantor, Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Banyumas

mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Layanan Publik Loka POM di Kabupaten
Banyumas pada Selasa, 21 Mei 2024. Acara yang dilaksanakan secara hybrid, ini bertujuan
untuk mengumpulkan serta memperoleh masukan dan saran dari berbagai pihak guna

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Loka POM.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pentahelix perwakilan dari berbagai sektor, termasuk
masyarakat pengguna layanan seperti pelaku usaha, praktisi, akademisi, instansi terkait,
organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan
pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam upaya perbaikan layanan publik karena partisipasi
aktif peserta, menjadi input dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sebagai penerima
layanan dan memberikan perspektif yang beragam dan mendalam mengenai isu-isu yang

dihadapi dalam pelayanan publik oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas.



INTERNAL AUDIT DALAM RANGKA PENINJAUAN ASPEK SISTEM
MANAJEMEN MUTU QMS ISO 9001:2015
DI LOKA POM BANYUMAS

Y

AUDIT INTERNAL I1SO 9001:2015

Loka POM Banyumas
_Periode : 15

~ 16 Mei 2024

Dalam rangka memastikan kesesuaian terhadap Sistem Manajemen Mutu 1SO 9001:2015,
Loka POM di Kabupaten Banyumas melakukan audit internal. Audit dilakukan terhadap
seluruh fungsi yang dijalankan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas, antara lain fungsi

infokom, inspeksi, sertifikasi, penindakan, dan tata usaha.

Audit internal ini dilakukan minimal sebanyak satu tahun sekali yang bertujuan untuk
menelaah, mengevaluasi, mereviu, memantau dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi. Lead Internal Auditor, Satriya Prinandhita memimpin jalannya audit

yang dilaksanakan selama dua hari.



LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS
SITA BARANG BUKTI OBAT TRADISIONAL ILEGAL

Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Banyumas menyita barang bukti di

sarana produksi obat tradisional (OT) ilegal/izin edar palsu di Kabupaten Cilacap pada Selasa,
30 April 2024. Hal ini berdasarkan laporan masyarakat setempat bahwa terdapat sarana obat
tradisional ilegal yang diduga memproduksi obat tradisional dengan izin edar palsu. Sarana
produksi obat tradisional tersebut berada di Desa Sida Urip, Kec. Binangun, Kabupaten
Cilacap, tepatnya di rumah Ibu W, lokasi tersebut disewa oleh Bapak M untuk dijadikan lokasi

produksi obat tradisional (jamu).

Dari kegiatan pengawasan tersebut ditemukan produk obat tradisional dengan izin edar palsu
dengan jumlah lebih dari 2000 box jamu berbagai merek siap diedarkan, produk antara, bahan
kemas, serta alat kemas (filling machine). Keseluruhan barang bukti yang telah diamankan
diperkirakan memiliki nilai ekonomi mencapai Rp125.400.000 (seratus dua puluh lima juta
empat ratus ribu rupiah). Terhadap temuan bahan baku dan produk jadi tersebut beberapa
akan dikirim ke Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Semarang untuk dipastikan
kandungannya, sementara barang bukti lainnya diamankan sebagai barang bukti lainnnya

diamankan sebagai barang bukti untuk proses penyidikan selanjutnya.



PEMBERDAYAAN MAHASISWA MELALUI KUNJUNGAN PKL
PROGRAM D3 FARMASI UNIAC

Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Banyumas mendapat
kunjungan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Pemerintahan dari Program Studi Diploma Tiga
Farmasi, Fakultas Farmasi, Sains, dan Teknologi, Universitas Al-Irsyad Cilacap (UNAIC),
Kamis, 6 Juni 2024. Bertempat di aula Loka POM di Kabupaten Banyumas, kegiatan tersebut
dihadiri oleh 27 mahasiswa dengan didampingi ketua program studi D3 Farmasi UNAIC, Elisa
Issusilaningtyas. Adapun tujuan dari kunjungan tersebut adalah pendalaman institusi, serta

tugas pokok dan fungsi di Badan POM, khususnya Loka POM di Kabupaten Banyumas.



PENINGKATAN PERAN SERTA SISWA DALAM
PENGAWASN OBAT DAN MAKANAN DENGAN KIE SAKA POM

Senin (10/05/2024), Loka POM Banyumas menyelenggarakan Komunikasi, Informasi, dan

Edukasi (KIE) serta Sosialisasi Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (SAKA
POM) Kabupaten Purbalingga di Pendopo Kwarcab Pramuka Kabupaten Purbalingga. Acara
diikuti oleh peserta anggota Pramuka Penegak di Kabupaten Purbalingga yang berasal dari
SMAN 1 Padamara, SMA N 2 Purbalingga, SMK Soedirman Purbalingga, SMKN 1
Purbalingga, SMA N 1 Kutasari, SMKN 1 Bojongsari dan anggota Kwarcab Purbalingga. Acara
diselenggarakan dengan tujuan untuk mengenalkan, menarik minat, pengembangan diri,
perlindungan kepada masyarakat dan sebagai ajang rekrutmen anggota SAKA POM

Kabupaten Purbalingga.



SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI LOKA POM BANYUMAS
DORONG UMKM PANGAN RAIH IZIN EDAR

D 4
AL ="

r I S

Loka POM di Kabupaten Banyumas menggelar Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka
Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan. Acara hasil kolaborasi dengan Direktorat Registrasi
Pangan Olahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dibuka oleh Kepala Loka POM
Banyumas, Winanto. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dari 11 Juli hingga 12 Juli 2024
di Hotel Surya Yudha Purwokerto ini bertujuan untuk mempercepat proses registrasi dan

mendukung perkembangan UMKM pangan di daerah.

Kegiatan dibagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama menampilkan tiga materi dari
narasumber berbagai sektor. Acara ini dihadiri oleh 49 orang pelaku usaha serta perwakilan
dari berbagai sektor terkait, seperti Dinas Kesehatan, Pusat Layanan Usaha Terpadu
Koperasi, dan beberapa UMKM dari Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara.
Hadir pula pengelola Pusat Inkubator Bisnis LPPM Unsoed dan BBPTU-HPT Baturraden.

Kegiatan ini juga diikuti secara daring melalui Zoom oleh pelaku usaha dan masyarakat umum.



JOINT INSPECTION BERSAMA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN SERTA BALAI BESAR POM DI SAMARINDA DI PT
HERBA EMAS WAHIDATAMA

Loka POM di Kabupaten Banyumas bersama Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan dan Balai Besar POM di Samarinda melakukan join inspection ke sarana
Industri Obat Tradisional (IOT) Herba Emas Wahidatama di Purbalingga pada tanggal 6-7
Agustus 2024. Di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas sendiri hanya
memiliki satu 10T dan setiap tahun dilakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana tersebut.

Hasil pemeriksaan tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Tindak Lanjut.




INTENSIFIKASI PENGAWASAN OBAT BAHAN ALAM
DAN SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2024

Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan llegal dan/atau

Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) tahun 2024 dilakukan serempak oleh semua UPT
Badan POM di seluruh Indonesia pada minggu ke Il dan IV Agustus 2024. Fokus pengawasan
intensifikasi adalah pengawasan ke depot-depot jamu serta sarana distribusi lainnya yang
berpotensi tinggi mengedarkan OBA dan SK llegal dan/atau mengandung BKO serta
melakukan penelusurannya jika ditemukan produk-produk tersebut. Pada kegiatan Inwas OBA
tahun 2024, Loka POM melakukan pengwasan ke 10 depot jamu di wilayah Kabupaten
Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara. Hasilnya 8 dari 10 depot jamu yang
diperiksa menjual dan mengedarkan produk OBA ilegal maupun kedaluwarsa. Total nilai
keekonomian yang didapatkan dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah Rp 3.602.500,-



Loka POM di Banyumas menerima empat penghargaan dari Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto periode semester I. Empat pengahargaan
tersebut yaitu juara terbaik ke 3 Kuasa Pengguna Anggaran, Terbaik 3 Pengelolaan Rekening
Pemerintah, terbaik Il Transaksi Kartu Kredit Pemerintah, dan Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) dengan kategori “Sangat Baik”. Penghargaan tersebut diserahkan langsung
oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Tri Ananto Putro dalam
kunjungannya ke Kantor Loka POM Banyumas pada tanggal 15 Agustus 2024.
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\. SERAH TERIMA SERTIFIKAT TANAH HIBAM
PEMDA BANYUMAS KEPADA BADAN POM
| OLEH KANTOR ATR 8PN KABUPATEN BANYUMAS

Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menghibahkan satu bidang tanah kepada
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pembangunan gedung perkantoran dan
laboratorium Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Banyumas. Sertifikat Tanah Hibah tersebut
diserahkan langsung oleh Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Banyumas kepada Kepala Biro
Umum Badan POM pada tanggal 11 September 2024. tanah tersebut seluas 4.500 meter
persegi berlokasi di JI Gerilya RT 3 RW 2 Kel. Tanjung Purwokerto Selatan.
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Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melaksanakan audit resertifikasi Quality
Management System (QMS) ISO 9001:2015 melalui lembaga swasta di bidang jasa layanan
sertifikasi sistem manajemen yaitu PT. Sucofindo pada tanggal 28 - 29 Oktober 2024.
Berdasarkan hasil audit resertifikasi tersebut, Loka POM di Kabupaten Banyumas dinyatakan
telah memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 dengan Nomor Registrasi
Sertifikat yaitu QSC 01862 dengan masa berlaku mulai 18 November 2024 sampai dengan 17
November 2027.



Untuk Mendukung pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas obat dan makanan yang
beredar di masyarakat Loka POM di Kabupaten Banyumas melakukan pengadaan Mobil
Laboratorium Keliling. Pengadaan kendaraan mobil laboratorium keliling roda empat
merupakan kendaraan fungsional untuk mendukung kegiatan pengawasan obat dan makanan
terkait uji cepat makanan (rhodamin, metanil yellow, borax, formalin) dalam mewujudkan
tatakelola pemerintahan dan meningkatkan kinerja, mengembangkan inovasi dan kualitas
pelayanan publik dari Loka POM di Kabupaten Banyumas.



INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN JELANG HARI RAYA NATAL
DAN TAHUN BARU 2025

Jelang Hari Raya Natal dan Tahun 2025, Badan POM melalukan pengawalan

keamanan pangan bagi Masyarakat dengan melakukan intensifikasi pengawasan
(inwas) pangan untuk memastikan produk pangan aman dan bermutu yang beredar di
Masyarakat. Sasaran pengawasan pangan Tanpa lzin Edar (TIE), kedaluwarsa, rusak
di sarana distribusi pangan baik yang dijual offline maupun online. Pada inwas pangan
jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025, Loka POM di Kabupaten Banyumas
melakukan pengawasan di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan
Banjarnegara baik secara mandiri maupun bersama OPD setempat. Dari pengawasan
selama Desember tersebut masih ditemukan beberapa sarana menjual produk TIE,
rusak maupun kedaluwarsa. Terhadap temuan tersebut tindak lanjut yang dilakukan
adalah pemusnahan mandiri oleh pemiliki disaksikan petugas Loka POM Banyumas

maupun return ke distributor.



REFLEKSI DIRI DAN EVALUASI KERJA DALAM ISLAM
MEMPERSIAPKAN TAHUN YANG LEBIH BAIK

Dengan mengintegrasikan pemahaman agama dan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari, Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Banyumas menggelar
Kajian Islam Loka POM (KILAS) Seri #4 pada hari Jum’at, 6 Desember 2024, bertajuk “Refleksi

Diri dan Evaluasi Kerja dalam Islam: Mempersiapkan Tahun yang Lebih Baik.”

Kegiatan ini menghadirkan Ustadz Alfalisyado, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai narasumber. Kegiatan ini menjadi
momentum bagi para pegawai untuk tidak hanya meningkatkan profesionalisme tetapi juga
memperkuat dimensi spiritual.



DUKUNGAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN BAGI PELAKU USAHA
MELALUI GERAKAN METHUK CAPA (GETUK CAPA) TAHAP Il
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Dalam rangka mendukung perbaikan berkelanjutan bagi pelaku usaha di Bidang Obat dan
Makanan, Loka POM di Kabupaten Banyumas menyelenggarakan GETHUK CAPA tahap |l
(GErakan meTHUK CAPA) di Purwokerto, Selasa (17/12/2024). Kegiatan ini merupakan
lanjutan dari serangkaian program GETHUK CAPA yang sebelumnya sudah dilakukan di
Purbalingga pada Bulan Mei 2024 (GETHUK CAPA Tahap ). GETHUK CAPA Tahap Il
merupakan pendampingan khusus bagi pelaku usaha agar dapat melakukan perbaikan
(Corrective Action and Preventive Action) sehingga dapat menjaga keamanan dan mutu Obat

dan Makanan yang diproduksi dan didistribusikan.

Sebanyak 50 Pelaku Usaha di Bidang Obat Makanan yang terdiri dari Penanggungjawab
Sarana Pelayanan Kefarmasian, dan Penanggungjawab Sarana Produksi Obat dan Makanan

hadir dalam acara ini
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A. Gambaran Umum Institusi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM adalah lembaga pemerintah non
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
(UPT BPOM) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas
teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang
pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan POM RI, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan
secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Hal tersebut sesuai dengan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat
dan Makanan. Adapun di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 3 (tiga) UPT Badan POM
antara lain Balai Besar POM di Kota Semarang, Balai POM di Kota Surakarta, dan
Loka POM di Kabupaten Banyumas. Khusus untuk Loka POM memiliki struktur
organisasi seperti berikut;

[ Kepala UPT ]

|

[ Kelompok Jabatan Fungsional ]

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM
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Untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
Loka POM di Kabupaten Banyumas memiliki struktur koordinasi sebagai berikut :

[ Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas ]

l_l_l_l_l

Fungsi Fungsi Fungsi Fungsi
Tata Usaha Penindakan Pemeriksaan Infokom

Sub Fungsi Sub Fungsi
Inspeksi Sertifikasi

Gambar 1.2 Struktur Koordinasi Loka POM di Kabupaten Banyumas

BPOM tidak dapat bertindak sendiri untuk memenuhi kewajiban dan
fungsinya, sehingga diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku
kepentingan lainnya. Di era otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan
bidang kesehatan, peran daerah dalam perencanaan pembangunan dan
pengambilan kebijakan sangat besar pengaruhnya dalam pencapaian tujuan
bidang kesehatan nasional. Pengawasan obat dan makanan unik karena
dipusatkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pusat dan ditegakkan oleh UPT di
seluruh Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan
tugas pengawasan, karena tindakan yang diambil harus konsisten dengan yang
dilakukan oleh pemerintah negara bagian agar pengawasan menjadi efektif dan
efisien. Diagram ini menunjukkan hubungan antara pemerintah, pelaku ekonomi
dan masyarakat dalam pengelolaan obat dan makanan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi
Loka Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas merupakan Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang
selanjutnya disingkat UPT BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang
bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan
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makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif
dibina oleh Sekretaris Utama dan UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Loka.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adalah
sebagai berikut
a). Tugas Pokok
UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis
operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja

masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b). Fungsi
Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas
pengawasan Obat dan Makanan memiliki beberapa Fungsi, yaitu sebagai

berikut :

FUNGSI PENINDAKAN

Fungsi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi
dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan
kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk

Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fungsi

Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi
sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan
sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan
pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan,

- Pelaksanaan inspeksi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi

Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian,
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- Pelaksanaan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi
dan produk Obat dan Makanan,

- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan, dan

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi
dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan
Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi

dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi Pemeriksaan terdiri atas:
- Sub Fungsi Inspeksi
Mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/ fasilitas
produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/
fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh
(sampling) produk Obat dan Makanan.
- Sub Fungsi Sertifikasi
Mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/ fasilitas

produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

FUNGSI PENINDAKAN

Fungsi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Fungsi Penindakan menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengawasan Obat dan Makanan,

- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan pada wilayah kerja masing-masing, dan
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- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen
dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

FUNGSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi,
edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi

pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi,
informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan
Obat dan Makanan,

- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan
masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan,

- Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan
Obat dan Makanan, dan

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan
masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

FUNGSI TATA USAHA

Fungsi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan
dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan
pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana,

kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
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Dalam melaksanakan tugas Fungsi Tata Usaha menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran,

- Pelaksanaan pengelolaan keuangan,

- Pengelolaan persuratan dan kearsipan,

- Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana,

- Pelaksana urusan kepegawaian,

- Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi,

- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2. Visi dan Misi Badan POM

—AsL

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing
untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri,

dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan
mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa
dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia,

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan
Makanan dengan berpihak terhadap UMKM dalam rangka
membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
untuk kemandirian bangsa,

3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta
penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi

pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
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guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga, dan

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan

Makanan.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus

dihayati

melaksanakan tugas.

serta diamalkan

oleh seluruh anggota organisasi dalam

BUDAYA KERJA'Z

P
K
K

BADAN POM

PROFESICNAL \@

Menegakkan profesionalisme dengan
integritas, objektivitas, ketekunan,
dan komitmen yang tinggi

Konsistensi & keteguhan yang tak .I
kan dalam junj!
tinggi nilai luhur dan keyakinan
Mengutamakan keterbukaan, saling . .
percaya, dan komunikasi yang baik
Dapat dipercaya dan diakui oleh ‘
masyarakat luas, nasional dan
internasional
<
Mampu melakukan pembaruan '
sesuai ilmu pengetahuan dan
teknologi terkini

Antisipatif dan responsif dalam
mengatasi masalah

v

Gambar 1.3 Budaya Organisasi Badan POM

Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan
core value Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK. Nilai-nilai inti

7|Page



BERAKHLAK berada di balik perbedaan penjabaran nilai-nilai inti, serta Kode
Etik dan Kode Etik ASN, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Oleh karena itu, Kementerian
PANRB telah menetapkan nilai inti baru untuk menciptakan persepsi yang
sama dengan nilai inti ASN. Nilai inti moralitas juga merupakan peleburan dan

penyempitan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintah.

BerAKHLAK

Berorientasi pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis

Loyal Adaptif Kolaboratif

Berorientasi Pelayanan

Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat,

Ramabh, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan,
Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung
jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi,
Menggunakan kekayaan dan barang milik negara
secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien,
Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab
tantangan yang selalu berubah,

Membantu orang lain belajar,

Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

Menghargai  setiap orang apapun latar
belakangnya,

suka menolong orang lain,
membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang
Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945, NKRI serta
pemerintahan yang sah

Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan,
Instansi, dan Negara

Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
Bertindak proaktif

Kolaboratif

Memberi kesempatan kepada berbagai pihak
untuk berkontribusi

Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan
nilai tambah

Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber
daya untuk tujuan bersama

Gambar 1.4 Core Value ASN BerAKHLAK
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4. Kegiatan Utama

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga

pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Banyumas

menetapkan program-program diantaranya adalah program utama (teknis)

dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan obat dan

makanan:

1).

2).

3).
4).

Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan
makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan
sarana distribusi pangan dan bahan berbahaya,

Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat
adiktif,

Penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan, dan
Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan

pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Kegiatan untuk melaksanakan keempat program generik (pendukung):

1).

2).

3).
4).

Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas pengawasan obat dan
makanan,

Pengadaan, pemeliharaan, dan pembinaan pengelolaan, serta
peningkatan sarana dan prasarana penunjang,

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan

Peningkatan kualitas layanan pengaduan konsumen dan hubungan

masyarakat.

5. Kegiatan Prioritas

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai

kegiatan prioritas RPIJMN 2020-2024 merupakan salah satu implementasi

Pembangunan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang secara

otomatis berdampak juga terhadap seluruh proses bisnis pengawasan oleh

Loka POM di Kabupaten Banyumas. Peningkatan terhadap jaminan

peredaran Obat dan Makanan yang aman dan bermutu menjadi tujuan yang
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melekat dengan pelaksanaan pengawasan Loka POM di Kabupaten

Banyumas.

a).

b).

Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk
peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan untuk
membentuk opini positif masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten

Banyumas.

Strategi ini juga merupakan tindakan nyata implementasi Reformasi
Birokrasi Loka POM di Kabupaten Banyumas. Peningkatan dilaksanakan
melalui pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan
masyarakat serta senantiasa mengedepankan inovasi-inovasi di setiap
sektor pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam rangka
mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang
Pengawasan Obat dan Makanan. Termasuk didalamnya adalah
peningkatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan
tepat waktu yang akan bermuara pada peningkatan kepuasan
masyarakat. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku
usaha juga dimaksudkan untuk mendorong daya saing dan peningkatan
kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan
inovasi.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Loka POM di Kabupaten
Banyumas akan mengupayakan beberapa capaian yang diantaranya
adalah sebagai berikut:

- Peningkatan jumlah sarana Industri dan Distribusi yang memenuhi
aspek-aspek Cara Produksi maupun Cara Distribusi yang baik.

- Peningkatan jumlah UMKM Pangan dengan proses sterilisasi
komersial dengan bahan baku lokal dan Obat Tradisional yang dibina

untuk dapat berdaya saing di pasar global.

Optimalisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong
peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Pencapaian peningkatan indeks kesadaran masyarakat 4 (empat)

kabupaten/ kota terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
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d).

dilaksanakan melalui optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat
untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan
Makanan. Upaya intervensi dari sisi demand ini diterapkan melalui
Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ini dapat dilakukan secara
langsung maupun lewat penyebaran informasi melalui media luar ruang,
media masa dan media elektronik termasuk pemanfaatan media sosial
resmi institusi maupun akun pribadi para pegawai Loka POM di Kabupaten
Banyumas sebagai sarana efektif penyebaran informasi.

Salah satu alasan lain pentingnya peningkatan kesadaran
masyarakat di 4 (empat) Kabupaten/ Kota jumlah total wilayah
pengawasan 5.161,05 KM? dan total populasi 5.910.961 penduduk (data
BPS). Sehingga berpotensi sebagai pangsa pasar penjualan Obat dan
Makanan secara daring (online).

Kemudahan mendapatkan produk dengan harga terjangkau melalui
daring membuat kecenderungan pemasaran produk Obat dan Makanan
melalui daring (online) meningkat tajam selama sepuluh tahun terakhir,

hingga mencapai 17%.

. Intensifikasi penindakan di Jawa Tengah dalam rangka penegakan hukum

terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan

dengan institusi penegak hukum.

Perwujudan langsung dari tersedianya regulasi dan standar terkini
dan memadai di Bidang Obat dan Makanan yang berkekuatan hukum
terukur melalui peningkatan keberhasilan penindakan kejahatan di bidang
Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Banyumas juga
melaksanakan optimalisasi Intensifikasi penindakan dalam rangka
penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui

perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur,
laboratorium, serta peningkatan Kinerja Loka POM di Kabupaten

Banyumas.
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Strategi ini diwujudkan melalui optimalisasi pengelolaan SDM,

sarana prasarana/ infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi
alokasi dan penggunaan anggaran, Efisiensi tata kelola Sumber Daya
diharapkan efektif untuk meningkatkan citra Loka POM di Kabupaten
Banyumas sebagai Institusi yang terpercaya di Bidang Pengawasan Obat
dan Makanan dalam opini masyarakat dengan melahirkan terobosan-
terobosan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis peraturan Nomor 8
Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dengan
pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
“Peraturan Badan ini bertujuan agar terdapat standar bagi Instansi Pusat
dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.
Menurut Peraturan ini, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggungjawab
dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi. Penilaian
terhadap keberhasilan strategi ini diperoleh melalui peningkatan Indeks
Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banyumas.

. Terbangunnya Sistem Terintegrasi TIK, riset dan kajian, pengujian, serta

database pengawasan obat dan makanan dapat mendukung sistem
pengawasan Obat dan Makanan mengikuti Perkembangan Teknologi.
Dalam rangka peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi,
informasi, komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta penguatan
database pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Loka
POM di Kabupaten Banyumas berupaya mewujudkan terbangunnya
Sistem Operasional Termasuk TIK yang terintegrasi dan adaptif dengan
didukung Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi informasi
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B.

f).

terkini. Dampak langsung dirasakan terhadap percepatan penyelesaian
proses-proses pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses
perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5
(lima) tahun kedepan. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan
pelaksanaan selama 5 (lima) tahun yaitu sesuai dengan RPIJMN 2020-
2024. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan

kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk
mendorong daya saing dengan menekankan riset dan inovasi.

Pada tanggal 28 Juli 2020 Loka POM di Kabupaten Banyumas
launching inovasi pelayanan publik “Mas Lakon” (Loka POM Banyumas
melayani konsultasi secara online & mobling) dimaksudkan meningkatkan
pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dengan melakukan
inovasi pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, disamping
pengawasan yang secara rutin telah dilaksanakan. Hal ini menjawab
semakin kompleksnya permasalahan obat dan makanan dan kuatnya
ekspektasi masyarakat kepada BPOM.

Dengan inovasi tersebut, Loka POM di Kabupaten Banyumas
berharap dapat memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh
masyarakat dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, sehingga
Obat dan Makanan yang beredar terutama di wilayah pengawasan Loka
POM di Kabupaten Banyumas, aman, bermutu dan Dberkhasiat/

bermanfaat.

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Keberhasilan dalam melaksanakan Implementasi PUG tidak lepas dari
komitmen pimpinan dan seluruh pegawai termasuk partisipasi aktif dari
stakeholders, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan
pemahaman terkait program Implementasi PUG dapat semakin luas, diikuti dan
diterapkan pada semua instansi pemerintah pusat dan daerah, agar dapat

menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh
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kelompok, baik laki-laki maupun perempuan. Melalui Implementasi PUG,
diharapkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Loka POM di Kab. Banyumas
telah adil dan setara baik bagi pegawai laki-laki dan perempuan serta memastikan
bahwa seluruh pegawai telah memahami konsep, prinsip dan strategi PUG dalam
penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan yang menjadi tugas, fungsi dan

kewenangan.
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BAB I
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya
cukup strategis karena berada di daratan padat pulau Jawa, diapit oleh dua provinsi
besar Jawa Barat dan Jawa Timur, serta berbatasan dengan Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY). Hal ini menjadikan Loka POM di Kabupaten Banyumas harus
mampu melakukan pengawasan yang terintegrasi dan menyeluruh di catchment area
wilayah kerja yang mencakup 4 (empat) Kabupaten yaitu Banyumas, Purbalingga,
Cilacap, dan Banjarnegara. Tugas pengawasan diharapkan dapat mengantisipasi

perubahan yang dinamis dan merespon secara cepat dan tepat.

LINGKUNGAN EKSTERNAL
A. Data Umum Wilayah Kerja
1. Luas Wilayah Kerja
Luas wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas sekitar 5.427,6
KM? atau sekitar 16,55% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah kerja
tersebut meliputi 4 (empat) Kabupaten diantaranya Kabupaten Banyumas
dengan luas wilayah 1.328 KM?, Kabupaten Purbalingga dengan luas wilayah
777,6 KM?, Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah 2.124,47 KM?, dan

Kabupaten Banjarnegara dengan luas wilayah 1.070 KM?2.
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Gambar 2.1 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas

Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis
di
pembentukan UPT di Kabupaten/ Kota atau dikenal sebagai Loka POM.

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar

Jumlah Kabupaten/ Kota

Jumlah Kabupaten/ Kota yang termasuk dalam wilayah kerja Loka POM
di Kabupaten Banyumas adalah 4 (empat) Kabupaten yaitu:
a. Kabupaten Banyumas, dengan ibukota terletak di Kecamatan Purwokerto

Timur. Kabupaten ini memiliki 27 Kecamatan, 30 Kelurahan, dan 301

Desa.

b. Kabupaten Cilacap dengan ibukota terletak di Kecamatan Cilacap
Tengah. Kabupaten ini memiliki 24 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 269
Desa.

c. Kabupaten Purbalingga dengan ibukota terletak di Kecamatan

Purbalingga. Kabupaten ini memiliki 18 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan
224 Desa.
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d. Kabupaten Banjarnegara dengan ibukota terletak di Kecamatan
Banjarnegara. Kabupaten ini memiliki 20 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan
266 Desa.

3. Pola Transportasi UPT BPOM di Wilayah Kerja

Pada umumnya petugas Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam
menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di area wilayah kerja
menggunakan transportasi darat, baik itu mobil maupun sepeda motor. Namun
terdapat wilayah kerja yang berada di Kabupaten Cilacap dalam
menjangkaunya petugas harus menggunakan kapal laut karena wilayah
tersebut merupakan pulau kecil terluar yang berbatasan dengan Samudra
Hindia dan perairan Australia, wilayah kerja tersebut adalah pulau
Nusakambangan dengan luas wilayah 121 KM2? dan kependudukan berkisar
3.000 jiwa. Jarak tempuh menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Wijayapura

Cilacap ke Pelabuhan Sodong Nusakambangan sekitar 15 menit.

4. Lama Waktu Perjalanan Ke Wilayah Kerja
Jarak tempuh melalui jalur darat yang biasa ditempuh dalam rangka
pengawasan obat dan makanan di 4 (empat) Kabupaten yaitu antara 2 jam
sampai dengan 4,5 jam ke titik tengah Kabupaten. Waktu tempuh tersebut
tergantung dari lokasi Kabupaten yang dituju. Berikut ini adalah tabel waktu

tempuh petugas Loka POM di Kabupaten Banyumas ke wilayah kerja.

Banyumas Cilacap
2 Jam 4,5 Jam

Purbalingga
2,5 Jam

Banjarnegara
4 Jam

Gambar 2.2. Waktu Perjalanan Menuju Titik Tengah Kabupaten
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5. Waktu Yang Diperlukan Di Satu Wilayah Kerja
Dalam satu wilayah kerja, waktu yang diperlukan dalam satu kegiatan
mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan berbeda-beda
tergantung jarak wilayah yang ditempuh oleh petugas. Normalnya waktu yang
diperlukan dalam satu kegiatan kurang lebih yaitu 2,5 jam sesuai dengan jenis
kegiatan yang dilaksanakan. Waktu yang diperlukan dalam suatu wilayah kerja
mulai dari keberangkatan hingga kepulangan termasuk didalamnya kegiatan

pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Nama Kegiatan

Kabupaten Banyumas 4,5
2 .

Kabupaten Cilacap 8,5
3 :

Kabupaten Purbalingga 55
4 .

Kabupaten Banjarnegara 7,5

Tabel 2.1 Waktu Yang Diperlukan di Satu Wilayah Kerja

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota
1. Jumlah Industri Farmasi
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak
terdapat sarana tersebut.

2. Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/ Sarana Khusus (unit
transfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)

Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 7

(tujuh) sarana, yaitu UTD PMI Kabupaten Banyumas, UTDRS RSUD

Banyumas, UTDRS RSUD Margono Soekarjo, UTD PMI Kabupaten
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Purbalingga, UTD PMI Kabupaten Banjarnegara, UTD PMI Kabupaten Cilacap
dan UTDRS RSUD Majenang.

Jumlah Industri Obat Tradisional (I0T)
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 1

(satu) sarana, yaitu PT. Herba Emas Wahidatama Purbalingga.

Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 1

(satu) sarana, yaitu PT Indesso Aroma Banyumas.

Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 20
(dua puluh) sarana yang tersebar di Kabupaten Cilacap 13 sarana, di
Kabupaten Purbalingga 1 sarana dan di Kabupaten Banyumas 6 sarana.

Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 6
(enam) sarana yang berlokasi di Kabupaten Banyumas 3 (tiga) sarana, di
Kabupaten Cilacap 2 (dua) sarana dan di Kabupaten Banjarnegara 1 (satu)

sarana.

Jumlah Industri Farmasi Yang Memproduksi Suplemen Kesehatan
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak
terdapat sarana tersebut.

Jumlah Industri Farmasi Yang Memproduksi Obat Kuasi
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak

terdapat sarana tersebut.

Jumlah Industri Pangan Yang Memproduksi Suplemen Kesehatan
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak

terdapat sarana tersebut.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jumlah Industri Kosmetik
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 13 (tiga
belas) sarana, yaitu di Kabupaten Banyumas 5 sarana, di Kabupaten Cilacap

5 sarana, dan di Kabupaten Purbalingga 3 sarana.

Jumlah Industri Farmasi Yang Memproduksi Kosmetik
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak

terdapat sarana tersebut.

Jumlah Industri Pangan

Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 165
(seratus enam puluh lima) sarana, yaitu di Kabupaten Banyumas 79 sarana,
di Kabupaten Cilacap 41 sarana, di Kabupaten Purbalingga 23 sarana, dan di

Kabupaten Banjarnegara 22 sarana.

Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat
4.912 (empat ribu sembilan ratus dua belas) sarana, yaitu di Kabupaten
Banyumas 2087 sarana, di Kabupaten Cilacap 1164 sarana, di Kabupaten

Purbalingga 944, dan di Kabupaten Banjarnegara 717 sarana.

Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF)
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 36
(tiga puluh enam) sarana, yaitu di Kabupaten Banyumas 30 sarana, di

Kabupaten Cilacap 5 sarana, dan di Kabupaten Purbalingga 1 sarana.

Jumlah Apotek

Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 815
(delapan ratus lima belas) sarana, yaitu di Kabupaten Banyumas 347
sarana, di Kabupaten Cilacap 253sarana, di Kabupaten Purbalingga 108

sarana, dan di Kabupaten Banjarnegara 107 sarana.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jumlah Toko Obat
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 45
(empat puluh lima) sarana, yaitu di Kabupaten Banyumas 45 sarana,

Kabupaten Banjarnegara 1 sarana dan di Kabupaten Cilacap 10 sarana.

Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)

Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 4
(empat) sarana yang dimiliki masing-masing 1 di setiap Pemerintah
Kabupaten.

Jumlah Rumah Sakit

Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 56
(lima puluh enam) sarana, yaitu di Kabupaten Banyumas 30 sarana, di
Kabupaten Cilacap 13 sarana, di Kabupaten Purbalingga 9 sarana, dan di

Kabupaten Banjarnegara 4 sarana.

Jumlah Puskesmas

Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 135
(seratus tiga puluh lima) sarana, yaitu di Kabupaten Banyumas 40 sarana,
di Kabupaten Cilacap 38 sarana, di Kabupaten Purbalingga 22 sarana, dan di

Kabupaten Banjarnegara 35 sarana.

Jumlah Klinik

Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 258
(dua ratus lima puluh delapan) sarana, yaitu di Kabupaten Banyumas 115
sarana, di Kabupaten Cilacap 98 sarana, di Kabupaten Purbalingga 24 sarana,
dan di Kabupaten Banjarnegara 21 sarana.

Jumlah Lain-Lain (praktek dokter dan bidan)

Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 860
(delapan ratus enam puluh) sarana, yaitu di Kabupaten Banyumas 238
sarana, di Kabupaten Cilacap 220 sarana, di Kabupaten Purbalingga 278

sarana, dan di Kabupaten Banjarnegara 124 sarana.
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22. Jumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 1

(satu) kantor kesehatan pelabuhan yang berada di Kab. Cilacap.

23. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat
2478 (dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan) sarana, yaitu di
Kabupaten Banyumas 896 sarana, di Kabupaten Cilacap 614 sarana, di
Kabupaten Purbalingga 581 sarana, dan di Kabupaten Banjarnegara 387

sarana.

24. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat
2335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) sarana, yaitu di Kabupaten
Banyumas 856 sarana, di Kabupaten Cilacap 584 sarana, di Kabupaten
Purbalingga 531 sarana, dan di Kabupaten Banjarnegara 364 sarana.

25. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat
1596 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) sarana, yaitu di
Kabupaten Banyumas 519 sarana, di Kabupaten Cilacap 494 sarana, di
Kabupaten Purbalingga 310 sarana, dan di Kabupaten Banjarnegara 273

sarana.

26. Jumlah Klinik Kecantikan
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat 81
(delapan puluh satu) sarana, yaitu di Kabupaten Banyumas 29 sarana, di
Kabupaten Cilacap 23 sarana, di Kabupaten Purbalingga 17 sarana, dan di

Kabupaten Banjarnegara 12 sarana.

27. Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat

1381 (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu) sarana peredaran pangan
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olahan yang meliputi Supermarket, Minimarket, Toko, Pasar Tradisional, serta
kios kelontong. Sarana tersebut tersebar di 4 kabupaten dengan rincian
Kabupaten Banyumas 454 sarana, di Kabupaten Cilacap 438 sarana, di
Kabupaten Purbalingga 257 sarana, dan di Kabupaten Banjarnegara 232

sarana.

28. Jumlah Sekolah Serta Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Kabupaten/
Kota
Di dalam wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas terdapat
2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) sekolah, di Kabupaten
Banyumas 816 Sekolah, di Kabupaten Cilacap 1.035 Sekolah, di Kabupaten
Purbalingga 472 sekolah, dan di Kabupaten Banjarnegara 617 Sekolah (Data
diambil dari website BPS Provinsi Jawa Tengah).

LINGKUNGAN INTERNAL
A. Luas Tanah dan Bangunan
Sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan saat ini, Kantor Loka POM
di Kabupaten Banyumas menempati lokasi di Jalan Gn. Singgalang No. 14,
Glempang, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dengan
tanah seluas 652 M2 dan bangunan kantor seluas 150 M2. Pada tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menghibahkan satu bidang
tanah kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pembangunan
gedung perkantoran dan laboratorium Unit Pelaksana Teknis Badan POM di
Banyumas. Tanah tersebut seluas 4.500 meter persegi berlokasi di JI Gerilya RT

3 RW 2 Kel. Tanjung Purwokerto Selatan.

B. Status Kepemilikan
Kantor yang dipakai oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas merupakan
bangunan rumah milik ibu Nurita Cahyaningrum, S.E. yang berlokasi di Jl. Gn.
Singgalang No. 14, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara,
Kabupaten Banyumas. Loka POM di Kabupaten Banyumas menyewa bangunan
rumah ini sebagai kantor sementara dengan nomor sertifikat hak milik rumah

tersebut 02398. Tanah calon kantor Balai POM di Banyumas bersertifikat a.n
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Badan POM RI seluas 4.500 meter persegi berlokasi di JI Gerilya RT 3 RW 2 Kel.

Tanjung Purwokerto Selatan

. Rumah Dinas

Rumah dinas dengan status sewa yang ditempati oleh Kepala UPT sebanyak
1 unit dengan luas tanah 191 M? dan luas bangunan 45 MZ2. Rumah dinas
sebagaimana dimaksud beralamat di Perumahan Bancarkembar Permai, Jin.

Cendana Tengah 3 no 12 Purwokerto .

. Penerangan

1. Gedung Administrasi Kantor Loka POM di Kabupaten Banyumas menggunakan
listrik dari PLN dengan daya sebesar 11.000 watt.

2. Rumah Dinas menggunakan listrik dari PLN dengan daya sebesar 2200 watt.

3. Generator kantor dengan daya sebesar 5500 watt.

. Sarana Komunikasi
1. Nomor Telepon : (0281) 631222 (1 saluran)

2. Nomor WhatsApp : +62 811-2602-001
3. Nomor Faximile  : 1 saluran (0821) 621300
4. Alamat email : loka_banyumas@pom.go.id & lokapombms@gmail.com
5. Alat Video : 1 set yang terhubung dengan Badan POM
Conference dan 72 Balai Besar/ Balai/ Loka POM di seluruh Indonesia

Tersedia Local Area Network (LAN) yang dihubungkan dengan Virtual
Private Network (VPN) yang berbasis satelit di Badan POM yang digunakan untuk
pengiriman data SIPT, aplikasi e-bpom, dan layanan internet.

. Sumber Air
Sumber air untuk keperluan sehari-hari menggunakan air PDAM dan sumur
artesis. Kedua sumber air tersebut tidak digunakan dalam proses pengujian

sederhana.
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G. Kendaraan

Transportasi yang digunakan Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk
melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan adalah masih bersifat
kendaraan sewa untuk mobil dan pada tahun 2021 telah dilakukan pengadaan
berupa 2 unit sepeda motor. Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Banyumas
menyewa mobil 3 unit untuk keperluan melaksanakan tugas pengawasan obat dan
makanan dengan lama sewa 1 (satu) tahun. Balai Besar POM di Semarang
meminjamkan 1 Mobil Lab Keliling untuk operasional kegiatan pemeriksaan
maupun Komunikasi Informasi dan Edukasi. Pada akhir tahun 2024 dilakukan
pengadaan mobil laboratorium keliling untuk menggantikan mobil laboratorium

yang dipinjam.

H. Sumber Daya Manusia
Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banyumas pada tahun
2024 sebanyak 27 pegawai, terdiri atas 1 Kepala Loka, 17 pegawai SDM Teknis
dan 9 pegawai SDM Administrasi. Selain itu Loka POM di Kabupaten Banyumas
juga memiliki 2 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang
ditugaskan sebagai tenaga Administrasi dan 4 orang tenaga outsourcing yang
terdiri dari 2 Security, dan 1 Cleaning Service serta 1 Driver.

Komposisi pegawai berdasarkan usia dapat dilihat sebagai berikut,

Profil Pegawai Berdasarkan Usia

P2

[= - - I ]

Jumbh Pegawai
[ =

=T % I -

I
21-25 26-30 31-40 41-45 >50

Usia

Gambar 2.3 Profil Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2024
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Berdasarkan tingkat pendidikan, 74.07% pegawai Loka POM di Kabupaten
Banyumas telah menyandang pendidikan setingkat S1 dan S2/Profesi.
Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada sebagai

berikut,

Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

&
4
2
, 1N
52 Apt 81 03

Tingkat Pendidikan

Jumbh Pegawai

Gambar 2.4 Profil Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Jika melihat berdasarkan jenis kelamin pegawai Loka POM di Kabupaten

Banyumas dengan komposisi pada gambar berikut:

PROFIL BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Perempuan Laki-Laki

20
18
16
14
12
10

[ R A * -]

Gambar 2.5 Profil Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024
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I. Pengembangan Kompetensi
Selama tahun 2024, terdapat 27 pegawai Loka POM di Kabupaten
Banyumas telah mengikuti Pengembangan Kompetensi yang diadakan oleh
Badan POM maupun dari pihak eksternal. Dari jenis pengembangan kompetensi
yang telah diikuti terdiri dari 1 Diklat Kepemimpinan, 2 Diklat Fungsional, 4 Diklat
Manajerial dan Sosio Kultural, 32 Diklat Teknis, 45 Bimbingan Teknis/ Penataran,
2 Kursus/ Magang, 71 Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan/ Konferensi, dan

Workshop/ Lokakarya.

Jumlah dan Jenis Pengembangan Kompetensi SDM

m Diklat Kepemimpinan

m Diklat Fungsional
Diklat Manajerial dan Sosio
Kultural
Diklat Teknis

B Bimbingan Teknis/ Penataran

m Kursus/ Magang

B Seminar/ Sosialisasif
Sarasehan/ Konferensi, dan
‘Waorkshop/ Lokakarya

Gambar 2.6 Jumlah dan Jenis Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2024

J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguiji
Loka POM di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2024 sudah
memiliki 2 (dua) pegawai tenaga penguji dengan rincian 1 (satu) penguji kimia dan

1 (satu) penguji mikrobiologi yang sudah mendapatkan pelatihan.

K. Jumlah Ruang Lingkup dan Peta Kemampuan Pengujian
Sampai dengan tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Banyumas sudah

memiliki fasilitas laboratorium tier 1 (satu).
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L. Pelatihan Uji Profisiensi
Loka POM di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2024 belum
memiliki pegawai yang mengikuti pelatihan uji profisiensi, hal itu dikarenakan Loka
belum memiliki fasilitas laboratorium.
M. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium
UPT BPOM
Loka POM di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2024 sudah
memiliki fasilitas laboratorium, sesuai dengan standar ruang lingkup Laboratorium

tier 1 (satu).

N. Daftar Inventaris Kantor
Sarana dan Prasarana yang ada di Loka POM Banyumas saat ini belum
cukup memadai dikarenakan gedung bangunan kantor masih berstatus sewa, hal
ini berdampak kepada pemenuhan sarana dan prasarana guna untuk
menunjangan kegiatan dan operasional kantor dalam menjalankan tugas dan
fungsinya., Daftar Inventaris Kantor Loka POM di Kabupaten Banyumas dapat
dilihat pada Lampiran untuk Tabel 22A Halaman 136.

O. Sertifikasi/ Akreditasi/ Penghargaan
1. Sertifikasi

Loka POM di Kabupaten Banyumas telah menerapkan sistem
manajemen mutu yang memenuhi standar SNI ISO 9001:2015. Pada tanggal
28 - 29 Oktober 2024 telah melaksanakan audit renewal 1ISO 9001:2015
melalui lembaga swasta PT. Sucofindo di bidang jasa layanan sertifikasi
sistem manajemen mutu. Berdasarkan hasil audit tersebut, Loka POM di
Kabupaten Banyumas dinyatakan telah memenuhi persyaratan Sistem
Manajemen Mutu sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 dibuktikan dengan
Nomor Registrasi Sertifikat No. QSC 01806 dengan masa berlaku mulai dari
18 November 2024 sampai dengan 17 November 2027.
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Menyatakan bahwa
Certiy that

Badan Pengawas Obat dan Makanan
JL Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia

memenuhi
tem that comply with

hasir

SNI ISO 9001:2015
Sistem Manaj Mutu - Persy
Quality Management Systems - Requirements

Ruang lingkup sertifikasi :
The scope of certification :

M Obat dan M pada Badan P
Obat dan Makanan Republik Indonesia

Drug and Food Control Management at the Indonesian Food and
Drug Authority.

KODE SEKTORISECTQR CODE: 34, 36

Lokasi eudit seiifiasi tercantum dalam Lampiran =1 s.d. 12

The aucdte location of certification is described in Appendix — 1 unti 12

Seﬂﬂ'ka\ ini boﬂaku dengar\ ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria
U DS CERTIFICATION

8

This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria as
laid down by SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Sertifikat ini harus Lampiran -1 s.d. 12
This certificate must be msplayed/mpmdueed in wmundmn with Appendix - 1 until 12

ey

Dian Indrawaty

V Vice President
@ YiaN

Sertifikat ini berlaku dari 18/11/2024 sampai 17/11/2027 01-Rev.00 | 4%
This certificate is valid from 2024/ 11/18 until 2027/11/17

5051322

SCI-2023A

Gambar 2.7 Sertifikat SNI ISO 9001: 2015 Manajemen
Loka POM di Kabupaten Banyumas

Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melaksanakan audit resertifikasi
Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015 melalui lembaga swasta di
bidang jasa layanan sertifikasi sistem manajemen yaitu PT. Sucofindo pada
tanggal 28 - 29 Oktober 2024. Berdasarkan hasil audit resertifikasi tersebut,
Loka POM di Kabupaten Banyumas dinyatakan telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 dengan Nomor Registrasi Sertifikat yaitu
QSC 01862 dengan masa berlaku mulai 18 November 2024 sampai dengan 17
November 2027.

2. Penghargaan
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Loka POM di Banyumas menerima empat penghargaan dari Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto periode semester |. Empat
pengahargaan tersebut yaitu juara terbaik ke 3 Kuasa Pengguna Anggaran,
Terbaik 3 Pengelolaan Rekening Pemerintah, terbaik Il Transaksi Kartu Kredit
Pemerintah, dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan
kategori “Sangat Baik”. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Tri Ananto Putro
dalam kunjungannya ke Kantor Loka POM Banyumas pada tanggal 15 Agustus
2024

P. Kerja Sama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama
(PKS)

Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melakukan penandatanganan
kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Pemerintah
Daerah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka percepatan
peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah yang semakin cepat terjangkau
dan mudah. Rincian Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dapat

dilihat pada Lampiran untuk Tabel 27 Halaman 158.

Q. Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ)

Selama tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melakukan
pengadaan barang/ jasa menggunakan metode Langsung/ Non Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Adapun pengadaan melalui penunjukan
langsung sebanyak 3 paket dengan nilai Rp.135.047.000,- dan purchasing telah
dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) paket pengadaan dengan total nominal
sebesar Rp 744.717.000,-. Secara rinci, pengadaan barang/ jasa dapat dilihat
pada Lampiran untuk Tabel 28 halaman 162.

R. Anggaran (volume menurut jenis dan sumbernya)
Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan Loka POM di
Kabupaten Banyumas keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

- Total Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp. 6.704.146.000,-
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- Realisasi Anggaran :Rp. 6.549.622.573,- atau 97,7%

S. Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Laporan PNBP Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp 0,-
(Nol Rupiah), mengingat karena Loka tidak melakukan pelayanan kepada pihak
ketiga atas permintaan pengujian laboratorium, penertiban Surat Keterangan

Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

T. Implementasi PUG
Dalam mengimplementasikan PUG, terdapat 7 Prasyarat yang harus
dipenuhi yaitu Komitmen Politik dan Kepemimpinan Lembaga, Kebijakan yang
Responsif, Kelembagaan, Sumber Daya, Data Terpilah, Alat Analisis dan
Partisipasi Masyarakat. Implementasi pembangunan PUG Loka POM di Kab.
Banyumas dilakukan sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000, dengan
beberapa kegiatan Implementasi PUG sebagai berikut:
1. Membentuk Tim Kerja Implementasi PUG.
2. Melakukan Internalisasi Implementasi PUG kepada seluruh pegawai.
3. Mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi terkait PUG yang diselenggarakan
oleh BPOM Pusat.
4. Penyesuaian kebijakan perencanaan dan realisasi anggaran dengan
memperhatikan capaian implementasi PUG.
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BAB Il
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

A. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN OBAT
1. Kegiatan Sampling Produk Terapetik/ Obat

Pelaksanaan sampling produk terapetik pada tahun 2024 dilaksanakan
sesuai dengan pedoman prioritas yang tertera pada Pedoman Sampling Obat
tahun 2024. Alokasi sampling Loka POM di Kabupaten Banyumas tahun 2024
berjumlah 46 Sampel. Pada tahun 2024, Badan POM menjalankan program
regionalisasi laboratorium di seluruh unit kerjanya. UPT Loka POM di
Kabupaten Banyumas tergabung dalam Regional 3 dengan Balai Koordinator
Regionalisasi Balai Besar POM di Jakarta dan balai anggota Balai Besar POM
di Semarang, Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di Serang,
dan Balai Besar POM di Bandung. Komoditas Obat adalah satu-satunya
komoditas yang menerapkan regionalisasi penuh, dimana seluruh pengujian
dilakukan oleh balai spesifik. Berbeda dengan komoditas lain, dimana
pengujian dasar masih dilakukan oleh Balai Koordinator, yaitu Balai Besar
POM di Semarang.

Metoda sampling produk terapetik yang dilaksanakan (yang mengacu
pada Pedoman Sampling Obat tahun 2024) dilakukan dengan 2 cara yaitu
sebagai berikut:

a. Random Sampling
Metoda random sampling atau sampel acak diterapkan untuk
sampling obat kategori JKN Hilir dan Non JKN. Jumlah target sampel
random pada tahun 2024 adalah 38 sampel.
b. Targeted Sampling
Metoda targeted sampling atau sampel target dilaksanakan pada
obat kategori JKN Hulu, Kasus, dan Ruang Lingkup. Jumlah target sampel
targeted pada tahun 2024 adalah 8 sampel. Sampel Kasus terdiri atas
sampel obat penanganan COVID-19 dan sampel kasus lain.
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Realisasi sampling acak adalah sebanyak 38 sampel obat yang terdiri
dari sampling JKN dan Non JKN. Jumlah ini telah mencapai 100% alokasi
sampel Loka POM di Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan sampling acak
dilakukan pada sarana Pelayanan Kefarmasian serta Sarana Distribusi Obat.
Sampling JKN Hilir dilakukan di Puskesmas dan Rumah Sakit, sedangkan
Sampling Non JKN dilaksanakan di Apotek, Klinik, Pedagang Besar Farmasi,
dan Toko Obat.

Realisasi sampling targeted adalah sebanyak 8 sampel. Jumlah ini telah
mencapai 100% alokasi sampel Loka POM di Kabupaten Banyumas.
Sampling obat targeted terdiri dari 4 sampel obat JKN Hulu dan 4 sampel

kasus.

Sampel Obat

m Sampel Obat Acak
m Sampel Obat Targeted

Gambar 2.8 Hasil Pengawasan Sampling Produk Obat Tahun 2024

Seluruh sampel yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Banyumas
dikirimkan ke Balai Pengujian Spesifik Regionalisasi di Regional 3 untuk
dilakukan pengujian. Dari total 46 sampel yang dikirim, 41 sampel Memenuhi
Syarat dan sebanyak 5 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Dari 5 sampel yang
tidak memenuhi syarat, tidak ada sampel yang TMS pengujian namun TMK
penandaan. Loka POM di Kabupaten Banyumas tahun 2024 tidak melakukan

sampling non rutin untuk komoditi Obat.
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Sampel Pengujian Produk

m Sampel Obat M3
m Sampel Obat TMS

Gambar 2.9 Hasil Pengujian Sampel Produk Obat Tahun 2024

2. Pengawasan Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Loka POM di Kabupaten Banyumas dengan luasnya wilayah
pengawasan yang terdiri Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap,
Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara mempunyai 2210
sarana Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang harus
diawasi. 1349 sarana tersebut terdiri 36 PBF, 815 Apotek, 45 Toko Obat, 4
Instansi Farmasi Pemerintahan, 56 Rumah Sakit, 135 Puskesmas dan 258
Klinik. Selama tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Banyumas mendapatkan
target pemeriksaan sebanyak 122 sarana dengan total sarana yang diperiksa
sebanyak 122 sarana (100% dari target) dengan rincian FK/GFK 4 sarana,
PBF 7 Sarana, Apotek 26 Sarana, Toko Obat 11 Sarana, Rumah Sakit 28
Sarana, dan Puskesmas 22 Sarana, serta Klinik 24 Sarana. Hasil pemeriksaan
sarana adalah 90 sarana (73,77%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 32 sarana
(26,23%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap sarana tersebut
mengacu pada peraturan yang berlaku untuk memastikan obat dikelola

dengan baik dan terjamin mutu serta keamanannya selama proses rantai
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pasok sampai pada pengguna akhir yaitu pasien. Untuk pengawasan di
fasilitas Distribusi PBF dan IFP mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor
6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik. Sedangkan,
pengawasan di fasilitas pelayanan kefarmasian mengacu persyaratan yang
diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan
Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
a. Pemeriksaan Sarana Apotek
Jumlah sarana Apotek di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten
Banyumas adalah 815 sarana, jumlah tersebut merupakan yang
terbanyak dibandingkan dengan fasilitas pelayanan kefarmasian yang
lainnya. Loka POM di Kabupaten Banyumas sendiri pada tahun 2024
mendapatkan dengan target pemeriksaan sebanyak 26 sarana. Selama
satu tahun pemeriksaan target pemeriksaan Apotek dapat tercapai 100%
dengan rincian 15 sarana (57,69%) Memenuhi Ketentuan dan 11 sarana
(42,31%) Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemeriksaan Apotek

m Apotek ME
m Apotek TME

Gambar 3.0 Hasil Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2024

Terhadap pelanggaran yang dilakukan telah dikirimkan surat tindak
lanjut hasil pemeriksaan dengan pemberian sanksi sesuai dengan temuan
pemeriksaan kepada sarana untuk dilakukan perbaikan dan wajib

melaporkan bukti perbaikan dalam waktu maksimal 21 (dua puluh satu)
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hari kerja sejak tanggal diterima surat dengan tembusan kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten setempat.
Pemeriksaan Sarana Puskesmas

Loka POM di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 mempunyai
target pengawasan puskesmas sebanyak 22 sarana dari total 135 sarana
di wilayah pengawasannya. Dari jumlah target tersebut, Loka POM di
Kabupaten Banyumas telah melakukan pemeriksaan terhadap sebanyak
22 target (100% terhadap target) dengan rincian 21 sarana (95,45%)
Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana (5,55%) Tidak Memenuhi Ketentuan.
Pemeriksaan terhadap Puskesmas dilakukan menyeluruh terhadap

pengelolaan sediaan farmasi, termasuk vaksin dan antibiotik.

Pemeriksaaan Sarana Pusksesmas

m Puskesmas MK

m Puskesmas TMK

Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan Sarana Puskesmas Tahun 2024

Terhadap pelanggaran yang dilakukan telah dikirimkan surat tindak
lanjut hasil pemeriksaan dengan pemberian sanksi sesuai dengan temuan
pemeriksaan kepada sarana untuk dilakukan perbaikan dan wajib
melaporkan bukti perbaikan dalam waktu maksimal 21 (dua puluh satu)
hari kerja sejak tanggal diterima surat dengan tembusan kepada Dinas

Kesehatan Kabupaten setempat.

Pemeriksaan Sarana Klinik
Sarana klinik yang berada di wilayah pengawasan Loka POM di

Kabupaten Banyumas adalah 258 sarana dengan total target pengawasan
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pada tahun 2024 sebanyak 24 sarana. Capaian pemeriksaan sarana
klinik selama tahun 2024 adalah 24 sarana (100% terhadap target)
dengan rincian 14 sarana (58,33%) Memenuhi Ketentuan dan 10 sarana
(41,67%) Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemeriksaaan Sarana Klinik

m Elinik MK
m Klinik TME

Gambar 3.2 Hasil Pemeriksaan Sarana Klinik Tahun 2024

Terhadap pelanggaran yang dilakukan telah dikirimkan surat tindak
lanjut hasil pemeriksaan dengan pemberian sanksi sesuai dengan temuan
pemeriksaan kepada sarana untuk dilakukan perbaikan dan wajib
melaporkan bukti perbaikan dalam waktu maksimal 21 (dua puluh satu)
hari kerja sejak tanggal diterima surat dengan tembusan kepada Dinas

Kesehatan Kabupaten setempat.

Pemeriksaan Sarana Rumah Sakit

Rumah Sakit yang berada di Wilayah pengawasan Loka POM di
Kabupaten Banyumas berjumlah 56 sarana dengan target pemeriksaan
tahun 2024 adalah 28 sarana. Capaian Pemeriksaan pada tahun 2024
tercapai 100% yaitu sebanyak 28 sarana. rincian pemeriksaan tersebut
adalah 25 sarana (89,29%) Memenuhi Ketentuan dan 3 sarana (10,71%)
Tidak Memenuhi Ketentuan.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan telah dikirimkan surat tindak
lanjut hasil pemeriksaan dengan pemberian sanksi sesuai dengan temuan

pemeriksaan kepada sarana untuk dilakukan perbaikan dan wajib
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melaporkan bukti perbaikan dalam waktu maksimal 21 (dua puluh satu)
hari kerja sejak tanggal diterima surat dengan tembusan kepada Dinas

Kesehatan Kabupaten setempat.

Pemeriksaaan Rumah Sakit

m Rumah Sakit MK
m Rumah Sakit TMK

Gambar 3.3 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Rumah Sakit Tahun 2024

e. Pemeriksaan Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Pedagang Besar Farmasi yang berada di wilayah pengawasan Loka
POM di Kabupaten Banyumas berjumlah 36 sarana, dengan target
capaian pemeriksaan tahun 2024 sebanyak 7 sarana. Capaian
pemeriksaan pada Tahun 2024 sebanyak 7 sarana (100% terhadap
target). Hasil Pemeriksaan menunjukkan 4 sarana (57,14%) Memenuhi
Ketentuan dan 3 sarana (42,86%) Tidak Memenuhi Ketentuan dalam hal
penerapan CDOB. Terhadap pelanggaran yang dilakukan telah dikirimkan
surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan pemberian sanksi sesuai
dengan temuan pemeriksaan kepada sarana untuk dilakukan perbaikan
dan wajib melaporkan bukti perbaikan dalam waktu maksimal 21 (dua
puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterima surat dengan tembusan

kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setempat.
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f.

Pemeriksaaan Sarana PBF

m PEF MK
m PEF TMK

Gambar 3.4 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana PBF

Pemeriksaan Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)

Dalam Wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten terhadap 4
Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) dengan target seluruhnya dilakukan
pemeriksaan. Selama satu tahun penuh Loka POM di Kabupaten
Banyumas memeriksa seluruh IFP tersebut (100% dari target). Rincian
hasil pemeriksaan terdapat 4 sarana (100%) Memenuhi Ketentuan dan 0
sarana (0%) Tidak Memenuhi Ketentuan dalam penerapan Cara Distribusi
Obat yang Baik (CDOB).

Terhadap pelanggaran yang dilakukan telah dikirimkan surat tindak
lanjut hasil pemeriksaan dengan pemberian sanksi sesuai dengan temuan
pemeriksaan kepada sarana untuk dilakukan perbaikan dan wajib
melaporkan bukti perbaikan dalam waktu maksimal 21 (dua puluh satu)
hari kerja sejak tanggal diterima surat dengan tembusan kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten setempat.
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Pemeriksaaan IFP

mIFPME
m [FPTME

Gambar 3.5 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana IFP Tahun 2024

g. Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin

Terdapat 45 sarana Toko Obat Berizin (TOB) dalam wilayah
pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2024, Loka
POM di Kabupaten Banyumas mendapatkan target pengawasan sarana
TOB sebanyak 11 sarana. Capaian pemeriksaan oleh Loka POM di
Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 adalah 11 sarana (100% terhadap
target). Dari seluruh sarana yang telah diperiksa pada tahun 2024,
sebanyak 7 Sarana (63,64%) Memenuhi Ketentuan, dan 4 Sarana
(36,36%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Sebagian temuan ada terkait
administratif dan pengadaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Namun pada salah satu TOB TMK saat pemeriksaan ditemukan
mendistribusikan obat keras yang didapat dari oknum sales PBF.

Seluruh temuan sudah ditindaklanjuti dengan memberikan
Peringatan maupun Penghentian Sementara Kegiatan sampai seluruh
temuan diperbaiki dengan mengirimkan CAPA (Corrective Action
Preventive Action). Kepada sarana untuk dilakukan perbaikan dan wajib
melaporkan bukti perbaikan dalam waktu maksimal 21 (dua puluh satu)
hari kerja sejak tanggal diterima surat dengan tembusan kepada Dinas

Kesehatan Kabupaten setempat.
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Pemeriksaaan Sarana Toko Obat Berizin

M Toko Obat Berizin MK
m Toko Obat Berizin TMK

Gambar 3.6 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin Tahun 2024

3. Pengawasan Sarana Produksi Obat
Sarana produksi Obat (UTD PMI sebagai Fasilitas Bahan Baku Obat)
yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas sejumlah 7
sarana, yang terdiri dari 3 (tiga) di Kabupaten Banyumas (1 sudah memiliki
sertifikat CPOB), 1 (satu) di Kabupaten Purbalingga, 2 (dua) di Kabupaten
Cilacap dan 1 (satu) di Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 2024 tidak
terdapat target pemeriksaan untuk sarana UTD PMI.

0 Pemeriksaan Sarana Produksi Ovat

= Produksi Obat MK m Produksi Obat TMK

Gambar 3.7 Profil Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat Tahun 2024

41| Page



B. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PRODUK OBAT
TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
1. Kegiatan Sampling Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
a. Obat Tradisional
Pelaksanaan sampling produk Obat Tradisional tahun 2024
dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2024 dengan metode
sampling acak dan targeted. Sampling acak dilakukan terhadap produk
Obat Tradisional dengan 15 klaim khasiat sesuai dengan Pedoman
Sampling dan Pengujian, dan sampling targeted dilakukan terhadap
produk dengan kategori Produk Obat Tradisional Impor, Obat Tradisional
Produksi UMKM OT, Penjualan melalui Internet/ Online, Sampel Kasus
Khusus Pemeriksaan Mencakup juga Sampel Donasi Covid-19, dan
Sampel Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS. Pengujian dilakukan

di Balai Besar POM di Semarang.

Target sampling produk obat tradisional adalah 36 sampel. Realisasi
sampling Obat Tradisional tahun 2024 yaitu 36 sampel (100 %). Dari hasil
pengujian didapatkan 33 sampel Obat Tradisional memenuhi syarat
(91.70%) dan 3 sampel Obat Tradisional tidak memenuhi syarat (8.30%).

Sampel Obat Tradisional Rutin

W Sampel MK
m Sampel TME

Gambar 3.10 Profil Hasil Pengawasan Sampling Rutin Obat Tradisional Tahun 2024
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Loka POM di Kabupaten Banyumas juga melakukan Sampling Non
Rutin Produk Obat Tradisional tahun 2024 yaitu 4 sampel, dimana sampel
tersebut merupakan sampel kasus penyidikan dan atau sampel investigasi
awal. Pengujian sampel dilakukan di Balai Besar POM di Semarang dan

hasilnya menunjukkan sebanyak 4 sampel (100%) tidak memenuhi syarat.

Sampel Obat Tradisional Non Rutin

W Sampel MK
m Sampel TME

Gambar 3.11 Profil Hasil Pengawasan Sampling Non Rutin
Obat Tradisional Tahun 2024

b. Suplemen Kesehatan

Pelaksanaan sampling produk Suplemen Kesehatan tahun 2024
dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2024 dengan metode
sampling acak dan targeted. Sampling acak dilakukan terhadap produk
Suplemen Kesehatan dengan 6 klaim khasiat sesuai dengan Pedoman
Sampling dan Pengujian, dan sampling targeted dilakukan terhadap
produk dengan kategori Sampel Suplemen Kesehatan Impor, Penjualan
melalui Internet/ Online, Sampel Produk dari Produsen dengan Riwayat
TMS.

Target sampling produk Suplemen Kesehatan adalah 10 sampel.
Realisasi sampling Suplemen Kesehatan tahun 2023 yaitu 10 sampel
(100%). Pada tahun 2024, Badan POM menjalankan program
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C.

regionalisasi laboratorium di seluruh unit kerjanya. UPT Loka POM di
Kabupaten Banyumas tergabung dalam Regional 3 dengan Balai
Koordinator Regionalisasi Balai Besar POM di Jakarta dan balai anggota
Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai
Besar POM di Serang, dan Balai Besar POM di Bandung. Sampel
Suplemen Kesehatan Loka POM di Kabupaten Banyumas pada tahun
2024 tidak dikirimkan ke Balai Pengujian Spesifik Regionalisasi, seluruh
pengujian dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang. Dari hasil
pengujian didapatkan 8 sampel Suplemen Kesehatan memenuhi syarat
(80%) dan 2 sampel Suplemen Kesehatan tidak memenuhi syarat (20%).

Sampel Suplemen Kesehatan Rutin

N Suplemen MK
m Suplemen TME

Gambar 3.12 Hasil Pengawasan Sampling Rutin Suplemen Kesehatan Tahun 2024

Obat Kuasi

Pelaksanaan sampling produk Obat Kuasi tahun 2024 dilaksanakan
sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan Tahun 2024 dengan metode sampling acak dan
targeted. Sampling acak dilakukan terhadap produk Obat Kuasi dengan 4
klaim khasiat sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian, dan
sampling targeted dilakukan terhadap produk dengan kategori Sampel
Obat Kuasi Impor, Penjualan melalui Internet/ Online, dan Sampel Produk

UMKM.
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Target sampling produk Obat Kuasi adalah 2 sampel. Realisasi
sampling Obat Kuasi tahun 2024 yaitu 2 sampel (100 %). Pada tahun
2024, Badan POM menjalankan program regionalisasi laboratorium di
seluruh unit kerjanya. UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas tergabung
dalam Regional 3 dengan Balai Koordinator Regionalisasi Balai Besar
POM di Jakarta dan balai anggota Balai Besar POM di Semarang, Balai
Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di Serang, dan Balai Besar
POM di Bandung. Sampel Obat Kuasi Loka POM di Kabupaten Banyumas
pada tahun 2024 tidak dikiimkan ke Balai Pengujian Spesifik
Regionalisasi, seluruh pengujian dilakukan oleh Balai Besar POM di
Semarang. Dari hasil pengujian didapatkan 2 sampel obat kuasi

memenuhi syarat (100%).

Sampel Obat Kuasi

B Obat Kuasi MK
m Obat Kuasi TME

Gambar 3.12 Hasil Pengawasan Sampling Obat Kuasi Tahun 2024

2. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan
dilakukan dengan mengacu target pemeriksaan berdasarkan surat Sestama
B-PR.02.02.2.21.01.24.26 tanggal 11 Januari 2024 hal Penyampaian
Rekapitulasi Target Rincian Output Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2024.
Berdasarkan surat tersebut, target pemeriksaan sarana distribusi obat

tradisional sebanyak 33 sarana sedangkan target pemeriksaan distribusi
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suplemen kesehatan sebanyak 11 sarana. Berdasarkan data yang diperoleh
dari berbagai sumber, jumlah sarana distribusi obat tradisional dan suplemen
kesehatan di area pengawasan Loka POM di Kab. Banyumas sebanyak 2478
sarana dan 2335 sarana. Kategori sarana yang digunakan sebagai kriteria
sarana distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan mengacu
Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2023 tentang Pengawasan Peredaran
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kuasi. Pada peraturan tersebut,
kategori sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kuasi
meliputi PBF, PBOT, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan
kefarmasian, dan pengecer (toko swalayan, toko obat tradisional, toko obat
tradisional los pasar, pedagang kaki lima obat tradisional, kedai atau depot
jamu, dan penjualan langsung secara multi tingkat).

Realisasi hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional
menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan di 34 sarana (103% terhadap
target) dengan hasil 23 sarana MK dan 11 sarana TMK. sedangkan untuk
pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan, telah dilakukan
pemeriksaan di 11 sarana (100% terhadap target) dengan hasil pemeriksaan
sarana distribusi suplemen kesehatan menunjukkan 11 sarana (100%)
dengan hasil pemeriksaan seluruhnya MK. Sama dengan hasil pemeriksaan
tahun 2023, tidak ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan
penyerahan suplemen kesehatan di sarana yang diperiksa. Dalam hal
terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ditemui di sarana,
dilakukan pengamanan produk maupun pemusnahan di tempat oleh pelaku
usaha yang disaksikan oleh petugas Loka POM di Kab. Banyumas, dan
diberikan peringatan langsung maupun peringatan tertulis terhadap
pelanggaran produk serta rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
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Pemeriksaaan Sarana Obat Tradisional

W 5ardis OT MK
m 5ardis OT TME

Gambar 3.13 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional (OT)
Tahun 2024

Pemeriksaaan Sarana Distribusi Suplemen
Kesehatan

W 5ardis 5K MK
W 5ardis 5K TMK

Gambar 3.14 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan (SK)
Tahun 2024

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional
Pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dilakukan dengan
mengacu target pemeriksaan berdasarkan surat Sestama B-
PR.02.02.2.21.01.24.26 tanggal 11 Januari 2024 hal Penyampaian
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Rekapitulasi Target Rincian Output Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2024.
Berdasarkan surat tersebut, target pemeriksaan sarana produksi obat
tradisional sebanyak 11 sarana yang terdiri dari 1 sarana IOT, 1 sarana IEBA,
7 sarana UKOT dan 2 sarana UMOT. Berdasarkan data yang diperoleh dari
berbagai sumber, jumlah sarana produksi obat tradisional di area pengawasan
Loka POM di Kab. Banyumas sebanyak 28 sarana yang terdiri dari 1 sarana
IOT, 1 sarana IEBA, 20 sarana UKOT dan 6 sarana UMOT.

Realisasi hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional
menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan di 11 sarana (100% terhadap
target) dengan hasil 8 sarana MK dan 3 sarana TMK yang semuanya adalah
sarana UKOT. Apabila dilihat dalam persentase, berdasarkan jumlah UKOT
yang diperiksa yaitu 7 sarana, terdapat 4 sarana yang MK (57%) sedangkan
yang TMK sebanyak 3 sarana (42,8%). Merujuk dari hasil pemeriksaan tahun
2023, sarana dengan hasil pemeriksaan TMK juga merupakan sarana UKOT,
terdapat 2 sarana dari 5 sarana dengan hasil TMK (40%). Hal tersebut
menunjukkan ada tren kenaikan ketidakpatuhan sarana produksi obat
tradisional terhadap peraturan perundang-undangan yaitu dari 40% menjadi
42,8%. Sarana UKOT dengan hasil TMK sebagian besar melakukan
ketidaksesuaian dalam aspek dokumentasi, sanitasi, dan pengawasan mutu.
Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ditemui
di sarana, dilakukan pengamanan produk maupun pemusnahan di tempat oleh
pelaku usaha yang disaksikan oleh petugas Loka POM di Kab. Banyumas,
dan diberikan peringatan langsung maupun peringatan tertulis terhadap

pelanggaran produk serta rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
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Pemeriksaaan Sarana Produksi
Obat Tradisional

W Sarprod OT MK
m Sarprod OT TMIEK

Gambar 3.15 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional (OT) Tahun 2024

C. PENGAWASAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN PRODUK
KOSMETIK
1. Kegiatan Sampling Produk Kosmetik

Pelaksanaan sampling produk Kosmetik tahun 2024 dilaksanakan sesuai
dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Kosmetik Tahun 2024 dengan
metode sampling acak dan targeted. Sampling acak dilakukan terhadap
produk kosmetik dengan 20 klaim sesuai dengan Pedoman Sampling dan
Penguijian, dan sampling targeted dilakukan terhadap produk dengan kategori
Track Record Perusahaan, Dijual Melalui Media Online, Diproduksi oleh China
dan Taiwan, Mandiri Balai dan Loka, serta Menengah ke Bawah.

Target sampling produk Kosmetik adalah 70 sampel. Realisasi sampling
Kosmetik tahun 2023 yaitu 70 sampel (100%). Pada tahun 2024, Badan POM
menjalankan program regionalisasi laboratorium di seluruh unit kerjanya. UPT
Loka POM di Kabupaten Banyumas tergabung dalam Regional 3 dengan Balai
Koordinator Regionalisasi Balai Besar POM di Jakarta dan balai anggota Balai
Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM
di Serang, dan Balai Besar POM di Bandung. Sampel Kosmetik Loka POM di
Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 tidak dikirimkan ke Balai Pengujian
Spesifik Regionalisasi, seluruh pengujian dilakukan oleh Balai Besar POM di

Semarang. Dari hasil pengujian didapatkan 68 sampel Kosmetik memenuhi
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syarat (97.14%) dan 2 sampel Kosmetik tidak memenuhi syarat (2.86%).
Jumlah sampel memenuhi syarat tersebut mengalami peningkatan sebanyak
3.11% dari tahun sebelumnya. Dari sampel Kosmetik yang tidak memenuhi

syarat, 1 sampel TMS pengujian dan 1 sampel TMK Penandaan.

Sampel Kosmetik Rutin

m Sampel Kosmetik MK
m Sampel Kosmetik TMK

Gambar 3.16 Profil Hasil Pengawasan Sampling Rutin Kosmetik Tahun 2024

Sampling Non Rutin Produk Kosmetik tahun 2024 yaitu 19 sampel
dimana sampel tersebut merupakan sampel kasus penindakan dan tindak
lanjut hasil pemeriksaan. Pengujian sampel dilakukan di Balai Besar POM di
Semarang dan hasilnya menunjukkan sebanyak 6 sampel (31.58%)

memenuhi syarat dan 13 sampel (68.42%) Tidak Memenuhi Syarat.

Sampel Kosmetik Non Rutin

B Sampel Kosmetik ME
m S5ampel Kosmetik TME

Gambar 3.17 Profil Hasil Pengawasan Sampling Non Rutin Kosmetik Tahun 2024
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2. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik dilakukan dengan mengacu
target pemeriksaan berdasarkan surat Sestama B-PR.02.02.2.21.01.24.26
tanggal 11 Januari 2024 hal Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian Output
Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2024. Berdasarkan surat tersebut, target
pemeriksaan sarana distribusi kosmetik sebanyak 58 sarana yang terdiri dari
sarana distribusi kosmetik pemilik izin notifikasi (Kosmetik Notif), maupun
sarana distribusi kosmetik non pemilik izin notifikasi termasuk klinik
kecantikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, jumlah
sarana distribusi kosmetik di area pengawasan Loka POM di Kab. Banyumas
total 1677 sarana yang terdiri dari 1596 sarana distribusi dan 81 Klinik
kecantikan. Kategori sarana yang digunakan sebagai kriteria sarana distribusi
kosmetik mengacu Peraturan Badan POM No. 2 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika. Pada peraturan tersebut,
kategori sarana distribusi kosmetik meliputi Distributor, Agen, sub Distributor
atau sub Agen, grosir; pengecer (toko modern, toko kosmetika dan pasar
tradisional), Fasilitas pelayanan kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
salon dan spa, dan Penjualan Langsung secara Satu Tingkat atau Penjualan

Langsung secara Multi Tingkat.

Realisasi hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetik menunjukkan
telah dilakukan pemeriksaan di 58 sarana (100% terhadap target) dengan
hasil 47 sarana MK dan 11 sarana TMK. dibandingkan dengan hasil
pemeriksaan tahun 2023, temuan TMK di tahun 2024 adalah sebesar 18,9%
sedangkan di tahun 2023 13,2%. Hal tersebut menunjukkan ada tren kenaikan
ketidakpatuhan sarana distribusi kosmetik terhadap peraturan perundang-
undangan vaitu dari 13,2% menjadi 18,9%. Dalam hal terdapat pelanggaran
peraturan perundang-undangan yang ditemui di sarana, dilakukan
pengamanan produk maupun pemusnahan di tempat oleh pelaku usaha yang
disaksikan oleh petugas Loka POM di Kab. Banyumas, dan diberikan
peringatan langsung maupun peringatan tertulis terhadap pelanggaran produk
serta rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
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Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

MW Sardis Kosmetik MK
| 3ardis Kosmetik TME

Gambar 3.18 Profil Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2024

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik yang berada di wilayah kerja Loka POM di
Kabupaten Banyumas sejumlah 13 sarana. Pada tahun 2024 target
pemeriksaan berjumlah 4 sarana dan berhasil memenuhi target (100%). Hasil
pemeriksaan dari 3 sarana yang diperiksa menunjukan bahwa terdapat 3
sarana yang MK dan 1 sarana yang TMK. Temuan TMK pada sarana produksi
kosmetik tersebut dikarenakan ditemukan temuan Mayor sebanyak 11 temuan
dan temuan mayor 14 temuan terkait dokumentasi, sanitasi higiene, dan

pengawasan mutu.
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Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

B Sarprod Kosmetik ME

m Sarprod Kosmetik TME

Gambar 3.19 Profil Hasil Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2024

TINDAK LANJUT/ REKOMENDASI
1. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Target kegiatan pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Banyumas di
tahun 2024 diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas pelayanan
kefarmasian yang meliputi Rumah Sakit, Klinik, Apotek, Puskesmas, dan Toko
Obat yang berada di 4 (empat) Kabupaten wilayah pengawasan Loka POM di
Kabupaten Banyumas. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap fasilitas
pelayanan kefarmasian kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan surat
tindak lanjut/ rekomendasi dengan timeline pengerjaan oleh internal Loka
POM di Kabupaten Banyumas yaitu maksimal 15 hari kerja. Terhadap hasil
pemeriksaan 111 sarana, disampaikan surat tindak lanjut dengan timeline
perbaikan yaitu 21 Hari Kerja. Terdapat 50 sarana dengan status hasil temuan
yang masih open dan 61 sarana dengan status closed.
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Pemeriksaan Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian

W 5tatus Temuan Closed

| Status Temuan Open

Gambar 3.20 Profil Tindak Lanjut/ Rekomendasi Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
Tahun 2024

2. Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi

Target kegiatan pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Banyumas di
tahun 2024 diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas distribusi
Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) yang
berada di 4 (empat) Kabupaten wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten
Banyumas. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap fasilitas distribusi PBF dan
IFP  kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan surat tindak
lanjut/rekomendasi dengan timeline pengerjaan oleh internal Loka POM
Banyumas yaitu maksimal 15 hari kerja. Terhadap hasil pemeriksaan 7 (enam)
sarana PBF dan 4 (empat) sarana IFP, disampaikan surat tindak lanjut dengan
timeline perbaikan yaitu 21 Hari Kerja. Terdapat 6 sarana dengan status hasil
temuan yang masih open CAPA dan 5 sarana dengan status closed CAPA
(sudah memenuhi perbaikan dan pencegahan temuan pemeriksaan BPOM).
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Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sedian
Farmasi

M 5tatus Temuan Closed

W 5tatus Temuan Open

Gambar 3.21 Profil Tindak Lanjut/ Rekomendasi Fasilitas Distribusi atau

Penyaluran Sediaan Farmasi Tahun 2024

3. Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

Target kegiatan pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Banyumas di tahun
2024 diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi
Suplemen Kesehatan di 4 (empat) Kabupaten wilayah pengawasan.
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan
kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan surat tindak lanjut/rekomendasi
dengan timeline pengerjaan oleh internal Loka POM di Kabupaten Banyumas.
Terhadap hasil pemeriksaan 11 sarana distribusi Suplemen Kesehatan,
disampaikan surat tindak lanjut dengan target timeline perbaikan yaitu 21 Hari
Kerja. Hingga akhir tahun 2024 semua sarana distribusi Suplemen Kesehatan

telah melaksanakan tindak lanjut dan status closed.
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Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen
Kesehatan

M Status Temuan Closed

MW Status Temuan Open

Gambar 3.22 Profil Tindak Lanjut/ Rekomendasi Fasilitas Distribusi

Suplemen Kesehatan Tahun 2024

4. Fasilitas Distribusi Obat Tradisional

Target kegiatan pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Banyumas di tahun
2024 diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi Obat
Tradisional di 4 (empat) Kabupaten wilayah pengawasan. Pemeriksaan yang
dilakukan terhadap fasilitas distribusi Obat Tradisional kemudian ditindaklanjuti
dengan penyusunan surat tindak lanjut/rekomendasi dengan timeline
pengerjaan oleh internal Loka POM di Kabupaten Banyumas. Terhadap hasil
pemeriksaan 34 sarana distribusi Obat Tradisional, disampaikan surat tindak
lanjut dengan target timeline perbaikan yaitu 21 Hari Kerja. Hingga akhir tahun
2024 semua sarana distribusi Obat Tradisional telah melaksanakan tindak
lanjut dan status closed.
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Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat
Tradisional

M 5tatus Temuan Closed

W 3tatus Temuan Open

Gambar 3.23 Profil Tindak Lanjut/ Rekomendasi Fasilitas Distribusi
Obat Tradisional Tahun 2024

5. Fasilitas Distribusi Kosmetik

Target kegiatan pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Banyumas di tahun
2024 diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetik
di 4 (empat) Kabupaten wilayah pengawasan. Pemeriksaan yang dilakukan
terhadap fasilitas distribusi Kosmetik kemudian ditindaklanjuti dengan
penyusunan surat tindak lanjut/rekomendasi dengan timeline pengerjaan oleh
internal Loka POM di Kabupaten Banyumas. Terhadap hasil pemeriksaan 58
sarana distribusi Kosmetik, disampaikan surat tindak lanjut dengan target
timeline perbaikan yaitu 21 Hari Kerja. Terdapat 2 sarana dengan status hasil
temuan yang masih open CAPA dan 56 sarana dengan status closed CAPA

(sudah memenuhi perbaikan dan pencegahan temuan pemeriksaan BPOM).
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Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Kosmetik

M Status Temuan Closed

W Status Temuan Open

Gambar 3.24 Profil Tindak Lanjut/ Rekomendasi Fasilitas Distribusi Kosmetik
Tahun 2024

6. Fasilitas Distribusi Pangan

Target kegiatan pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Banyumas di
tahun 2024 diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi
pangan di 4 (empat) Kabupaten wilayah pengawasan. Pemeriksaan yang
dilakukan terhadap fasilitas distribusi Pangan kemudian ditindaklanjuti dengan
penyusunan surat tindak lanjut/ rekomendasi dengan timeline pengerjaan oleh
internal Loka POM di Kabupaten Banyumas. Terhadap hasil pemeriksaan 90
sarana distribusi Pangan, disampaikan surat tindak lanjut dengan timeline
perbaikan yaitu 21 Hari Kerja. Terdapat 1 sarana dengan status hasil temuan
yang masih open CAPA dan 89 sarana dengan status closed CAPA (sudah
memenuhi perbaikan dan pencegahan temuan pemeriksaan BPOM).
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Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Pangan

M 5tatus Temuan Closed

W 3tatus Temuan Open

Gambar 3.25 Profil Tindak Lanjut/ Rekomendasi Fasilitas Distribusi Pangan Tahun 2024

D. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUK PANGAN DAN KEMASAN
PANGAN
1. Kegiatan Sampling Produk Pangan
Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan dan
kemasan pangan dilakukan melalui sampling produk pangan yang beredar di
pasaran untuk kemudian dilakukan pengujian. Pelaksanaan sampling produk
pangan tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sampling dan
Pengujian Pangan Tahun 2024. Target sampel rutin sesuai Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar 85 sampel dengan rincian 65 sampel
pangan dan 20 sampel fortifikasi. Realisasi sebesar 86 sampel (101.18%).
Pada tahun 2024, Badan POM menjalankan program regionalisasi
laboratorium di seluruh unit kerjanya. UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas
tergabung dalam Regional 3 dengan Balai Koordinator Regionalisasi Balai
Besar POM di Jakarta dan balai anggota Balai Besar POM di Semarang, Balai
Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di Serang, dan Balai Besar POM
di Bandung. Pengujian dengan parameter dasar dilakukan oleh Balai Besar
POM di Semarang. Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dan pengujian sampel
Loka POM di Kabupaten Banyumas menunjukkan hasil sebanyak 80 sampel
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(93.02%) memenuhi syarat dan 6 sampel (6.98%) tidak memenuhi syarat.
Jumlah sampel memenuhi syarat tersebut mengalami peningkatan sebesar

11.41% dari jumlah sampel memenuhi syarat pada tahun 2023.

Sampling Pangan Rutin

B Sampel Pangan Clahan MS
m sampel Pangan Clahan TMS

Gambar 3.26 Profil Hasil Pengawasan Sampel Rutin
Produk Pangan Olahan Tahun 2024

Loka POM di Kabupaten Banyumas juga melakukan sampling non rutin
yaitu sampel yang berasal dari kasus baik bidang penindakan maupun bidang
pemeriksaan. Pada tahun 2024, dilakukan sampling non rutin sebanyak 16
sampel dengan hasil 9 sampel (56.25%) memenuhi ketentuan dan 7 sampel
(43.75%) tidak memenuhi ketentuan.
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Sampling Pangan Non Rutin

B Sampel Pangan Claham MS
m Sampel Pangan Clahan TMS

Gambar 3.27 Profil Hasil Pengawasan Sampel Non Rutin
Produk Pangan Olahan Tahun 2024

2. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Jumlah sarana distribusi pangan di wilayah kerja Loka POM di
Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 adalah 2040 sarana dan telah
dilakukan pengawasan terhadap 90 sarana dengan hasil 72 sarana (80%)
memenuhi ketentuan dan 18 sarana (20%) tidak memenuhi ketentuan. Jumlah
tersebut mengalami kenaikan sebesar 1% dari total sarana distribusi pangan
yang memenuhi ketentuan di tahun 2023.

Temuan pelanggaran pada sarana yang diperiksa antara lain TMK
penandaan, pangan rusak dan kadaluarsa, penyimpanan produk pangan yang
tidak sesuai ketentuan serta produk pangan maupun non pangan tanpa izin
edar di sarana. Terhadap sarana tidak memenuhi ketentuan dilakukan tindak
lanjut yaitu perintah pengembalian produk ke penyalur/ distributor,
pemusnahan di tempat, serta surat peringatan keras.
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Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

M 5arana Distribusi Pangan M5
W Sarana Distribusi Pangan TS

Gambar 3.28 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2024

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan

Jumlah sarana produksi pangan di wilayah Loka POM di Kabupaten
Banyumas pada tahun 2024 adalah 165 sarana pangan yang memiliki nomor
izin edar MD dan 4912 sarana industri rumah tangga pangan (IRTP). Telah
dilakukan pemeriksaan terhadap 40 sarana produksi pangan MD. Pada tahun
2024 tidak dilakukan pemeriksaan pada sarana IRTP karena arahan pusat
untuk melakukan pemeriksaan pada sarana produksi pangan MD.

Dari 40 sarana produksi pangan MD, 33 sarana (82.5%) memenubhi
ketentuan dan 7 sarana (17.5%) tidak memenuhi ketentuan. Jumlah sarana
produksi pangan MD yang memenuhi ketentuan tersebut mengalami
penurunan sebesar 4.46% dari belum memiliki dokumen administrasi yang

sesuai dengan ketentuan.
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Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan MD

M Sarprod Pangan MD ME
m Sarprod Pangan MD TME

Gambar 3.29 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan MD Tahun 2024

Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRTP

N I H I I ® Sarprod Pangan IRTP MK
m Sarprod Pangan IRTP TWEK

Gambar 3.30 Profil Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRTP Tahun 2024

Pengawasan Pangan Intensifikasi Hari Raya Idul Fitri, Natal 2023 dan Tahun
Baru 2024

Loka POM di Kabupaten Banyumas secara rutin melakukan kegiatan
pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri,
Natal, Tahun Baru. Pada periode tersebut tingkat pembelian konsumen
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terhadap produk pangan meningkat sehingga masyarakat perlu dilindungi dari
makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Selama tahun 2024, intensifikasi dilakukan terhadap total 68 sarana
distribusi pangan dengan hasil sebanyak 19 sarana (27.94%) memenuhi
ketentuan dan 49 sarana (72.06%) tidak memenuhi ketentuan. Jumlah sarana
memenuhi ketentuan tersebut mengalami peningkatan sebesar 6.51% dari
tahun 2023. Pelanggaran yang ditemukan di 49 sarana distribusi pangan TMK
antara lain pelanggaran mengedarkan produk rusak, produk kadaluarsa, dan
produk tanpa izin edar. Dalam 1 (satu) sarana dapat ditemukan lebih dari 1
pelanggaran baik mengedarkan produk Rusak, Kadaluarsa, dan atau Tanpa
Izin Edar (TIE).

Terhadap sarana tidak memenuhi ketentuan dilakukan tindak lanjut yaitu
pembinaan, pengamanan setempat terhadap produk, pemusnahan, serta
perintah pengembalian produk ke penyalur/ distributor.

Pengawasan Pangan Intensifikasi Hari Raya
Idul Fitri, Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

W Sardist Pangan MK
m Sardist Pangan TME

Gambar 3.31 Profil Hasil Intensifikasi Sarana Distribusi Pangan Olahan Tahun 2024
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E. SERTIFIKASI FASILITAS PRODUKSI DAN/ATAU DISTRIBUSI OBAT DAN
MAKANAN
1. Layanan Sertifikasi
Loka POM di Kab. Banyumas menyediakan layanan penerbitan berbagai
rekomendasi/sertifikat untuk fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan,
antara lain:
e Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
e Rekomendasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
secara Bertahap
e Rekomendasi Surat Penerapan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang
Baik (SPA CPKB)
e Rekomendasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
e Rekomendasi Sarana Distribusi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik
Selama tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Banyumas telah
menerbitkan 73 (tujuh puluh tiga) surat rekomendasi dari target 73 (tujuh puluh
tiga) surat rekomendasi yang sudah ditetapkan (100%) untuk sarana produksi
dan distribusi yang dinyatakan layak untuk memproduksi atau mendistribusikan
komoditi obat dan makanan.

Tabel 3.1 Rincian Rekomendasi yang Diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas

untuk Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan selama Tahun 2024

1. |Sertifikat CPPOB 51
2. |Rekomendasi CDOB 10
3. |Rekomendasi CPOTB Bertahap 7
4. |Rekomendasi SPA CPKB 5
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2. Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan
Olahan

Untuk mengakomodasi tingginya minat pelaku usaha di bidang pangan

yang ingin mendapatkan izin edar produk, Loka POM di Kabupaten Banyumas

bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM telah

menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka

Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan” pada tanggal 11-12 Juli 2024 secara

luring.
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Gambar 3.32 Pembukaan Acara “Sosialisasi dan Desk Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola

Registrasi Pangan Olahan” oleh Kepala Loka POM di Kab. Banyumas

Acara “Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka Jemput Bola
Registrasi Pangan Olahan” merupakan rangkaian kegiatan yang dibuka dengan
penyerahan izin edar secara simbolis kepada pelaku usaha pangan olahan. Hal
ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pelaku usaha yang baru merintis
usahanya agar bersemangat untuk mengurus izin edar produknya. Kegiatan
kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai persyaratan dan tata cara
pendaftaran pangan olahan untuk mendapatkan izin edar di Badan POM

kemudian dilanjutkan dengan desk registrasi untuk memfasilitasi pelaku usaha
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pangan yang sedang dalam proses registrasi produk pangan agar bisa melakukan

konsultasi secara langsung dengan evaluator registrasi.

Gambar 3.33 Penyerahan Izin Edar secara Simbolis kepada Pelaku Usaha Pangan Olahan

Kegiatan sosialisasi registrasi pangan olahan diikuti oleh 45 orang
peserta dari kalangan pelaku usaha pangan serta dinas-dinas terkait dari 4
kabupaten yang berada di bawah pengawasan Loka POM Banyumas, seperti
Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Paparan materi
disampaikan oleh narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Purbalingga, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi

dan UKM Kab. Banyumas serta Direktorat Registrasi Pangan Olahan.

3. Pelayanan Prima Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Banyumas memiliki banyak
pelaku usaha obat tradisional, terutama di Kab. Cilacap. Bertahun-tahun lalu,
Kab. Cilacap dikenal sebagai sentra produksi obat tradisional ilegal yang
dicampur dengan BKO (Bahan Kimia Obat) yang berbahaya bagi kesehatan.
Namun, semenjak didirikannya Loka POM di Kab. Banyumas, terjadi
pertumbuhan jumlah produsen obat tradisional legal secara pesat, terutama di

Kab. Cilacap.
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Seiring dengan meningkatnya jumlah produsen obat tradisional, secara
otomatis juga terjadi peningkatan jumlah registrasi obat tradisional. Untuk
memfasilitasi tingginya animo pelaku usaha dalam melakukan registrasi, Loka
POM di Kab. Banyumas bersama dengan Direktorat Registrasi Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan serta PPJAI (Perkumpulan Pelaku Usaha Jamu
Alami Indonesia) mengadakan kegiatan Pelayanan Prima Registrasi Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada tanggal 17-19 Juli 2024.

Kegiatan Pelayanan Prima Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan ini diawali dengan penyampaian materi mengenai update peraturan
di bidang registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan yang sangat
penting untuk diketahui dan dipahami oleh pelaku usaha. Kemudian kegiatan
dilanjutkan dengan desk registrasi obat tradisional, di mana ke-20 peserta yang
diundang dapat berinteraksi langsung dengan evaluator registrasi sehingga
waktu antrian dapat dipangkas dan mempercepat penerbitan izin edar.

Kegiatan desk registrasi berlangsung selama 2 (dua) hari dengan pelayanan

dilakukan oleh 6 (enam) orang evaluator.

Pelayanan Prima Reqi

¢ egistrasi
dan Peningkatan Kompetensi |8
Penanggung Jawab Teknis \

dalom rangka percepotan zin edor
...

Gambar 3.34 Pelayanan Prima Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
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4. Bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik

Kosmetik merupakan produk yang selalu digunakan dalam kehidupan
sehari-hari oleh semua orang, baik untuk keperluan dekoratif, menjaga
kebersihan kulit hingga menjaga kesehatan kulit. Seiring berjalannya waktu,
kesadaran untuk menggunakan kosmetik yang bersifat menjaga kesehatan kulit
mengalami peningkatan yang signifikan. Penggunaan kosmetik untuk
memelihara kesehatan yang bersifat berkelanjutan menjadi peluang bagi
pelaku usaha yang ingin berkecimpung di dunia bisnis dan produksi kosmetik.
Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah produsen
kosmetik, termasuk di wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Banyumas
sehingga perlu dilakukan kegiatan bimbingan teknis yang dapat meningkatkan
pemahaman produsen akan produksi kosmetik yang baik serta mempercepat
penerbitan nomor notifikasi bagi produsen.

Kegiatan Bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik diawali dengan
penyampaian materi mengenai update peraturan di bidang registrasi kosmetik
kepada apoteker penanggungjawab perusahaan kosmetik yang sangat penting
untuk diketahui dan dipahami oleh pelaku usaha. Jumlah peserta yaitu 113
peserta (dilakukan secara hybrid, yaitu luring dan daring). Kegiatan secara
luring diikuti oleh 15 perusahaan yang sudah memiliki Sertifikat/SPA CPKB,
sedangkan kegiatan secara daring diikuti oleh masyarakat luas, termasuk calon
pelaku usaha yang baru berencana untuk terjun ke dunia produksi kosmetik.

Kegiatan dilanjutkan dengan desk notifikasi kosmetik untuk pelaku usaha
yang sedang melakukan proses notifikasi. Dari kegiatan tersebut, telah berhasil
dilakukan aktivasi 4 sub perusahaan/akun, update 4 badan usaha dan

penerbitan 33 Nomor Izin Edar kosmetik.
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Gambar 3.35 Bimbingan Teknis dan Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik

5. Pendampingan UMK Pangan

Pilihan yang diambil oleh pelaku usaha pangan yang sebagian besar
berstatus UMK (Usaha Mikro dan Kecil) adalah membuat pangan olahan
tersebut bisa dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas karena masa
kadaluarsa produk menjadi lebih panjang. Dengan demikian, terjadilah
peningkatan minat UMK pangan untuk meregistrasikan produknya di BPOM.

Pada tahun 2024, Loka POM di Kab. Banyumas melakukan
pendampingan terhadap 6 (enam) pelaku usaha pangan yang berasal dari Kab.
Banyumas, Cilacap dan Banjarnegara dengan target seluruh peserta bisa
mendapatkan sertifikat CPPOB. Keenam pelaku usaha tersebut memproduksi

berbagai jenis pangan olahan seperti susu, pepes bandeng, carica, dll.
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Gambar 3.36 Pendampingan kepada UMKM Pangan Olahan

Program pendampingan ini diawali dengan pemberian pemahaman
mengenai konsep CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) yang
dilakukan oleh petugas Tim Sertifikasi sambil melakukan kunjungan ke sarana
produksi. Pembinaan ini dilakukan secara personal (tidak berupa bimbingan
teknis formal) karena kebutuhan materi bagi setiap pelaku usaha berbeda-
beda, tergantung dari jenis pangan yang diproduksi serta sumber daya yang
dimiliki.

Setelah pelaku usaha dapat memahami konsep CPPOB, proses
pendampingan dilanjutkan dengan asistensi pengajuan sertifikasi CPPOB.
Pada tahap ini, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam
mengajukan  sertifikasi  karena  keterbatasan kemampuan  dalam
mengoperasikan komputer dan internet sehingga petugas harus melakukan
asistensi pengajuan sertifikasi CPPOB.

Sertifikat CPPOB yang telah diperoleh pelaku usaha kemudian

digunakan untuk registrasi produk. Loka POM di Kab. Banyumas menyediakan
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fasilitasi uji laboratorium gratis terhadap 1 (satu) produk dari masing-masing
pelaku usaha peserta pendampingan. Petugas juga melakukan asistensi
registrasi produk dan mengikutsertakan peserta pendampingan dalam kegiatan
Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan yang diselenggarakan pada
11-12 Juli 2024.

Dari keenam pelaku usaha yang didampingi oleh Loka POM di Kab.
Banyumas, seluruhnya telah mendapatkan Sertifikat CPPOB target

pendampingan UMK pangan tercapai seluruhnya (100%).

. Pendampingan UMK Obat Tradisional

Pada tahun 2023, Loka POM di Kab. Banyumas melakukan
pendampingan terhadap 3 (tiga) pelaku usaha obat tradisional, yaitu PT
Bharata Internasional Pharmaceutical, CV Bumi Wijaya dan PT Herbatech
Innopharma Industry. Ketiganya merupakan UKOT (Usaha Kecil Obat
Tradisional.

PT Bharata Internasional Pharmaceutical terbit Surat Rekomendasi
CPOTB Tahap 1 nomor T-PW.02.01.14C.06.24.208 tanggal 28 Juni 2024. CV
Bumi Wijaya terbit Surat Rekomendasi CPOTB Tahap 2 Nomor
PW.02.01.14C.12.24.484 tanggal 05 Desember 2024. PT Herbatech
Innopharma Industry terbit Surat Rekomendasi CPOTB Tahap 1 T-
PW.02.01.14C.06.24.188 tanggal 12 Juni 2024.
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Gambar 3.37 Kunjungan ke Sarana Produksi Obat Tradisional dalam rangka Pendampingan
UMK Obat Tradisional Tahap 2

7. Pendampingan UMK Kosmetik

Pada tahun 2023, Loka POM di Kab. Banyumas melakukan
pendampingan terhadap 1 (satu) pelaku usaha kosmetik, yaitu PT Punandri
Nusantara Kosmetik, Banyumas yang merupakan UMK baru di bidang produksi
kosmetik. Program pendampingan diawali dengan kunjungan yang dilakukan
oleh petugas Loka POM Banyumas untuk dapat memberikan saran perbaikan
sarana, terutama dalam mengatur tata letak ruangan agar sesuai dengan
kaidah CPKB.

Setelah dilakukan kunjungan ke sarana, pelaku usaha didampingi untuk
mengajukan persetujuan denah sarana produksi ke Dlrektorat Pengawasan
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